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MENTERI PERTANIAN
REPUBLEK INIMONESLA

PERATURAN MENTER!I PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTAMG

ORGANISAS] DAN TATA KERJA EEMENTERIAN PERTANIAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TITHAN YANG MAHA ESA

MENTER] PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa utituk menindaklanjuti kebijakan
penyederhanaan birokrasi guna mewnjudkan arganisasi
Kementerian Pertanian vang lebil proporsional, efeltil,
dan efisien, perlu menata kembali organisasi dan tata
kerja Kementerian Pertanian;

bahwa penataan erganisasi dan tata kerja Kementerian
Pertanian tclah mendapatkan persetujuan tertulis dar
Menten Pendavagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birckrasi:

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huraf b, perlu menstapkan
Feraluran Menteri Pertanian tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Pasal 17 ayat (3] Undang-Undang Dasar Negara
Fepublik Indoncesia Tahun 1945:

Undang-Undang Memeor 39 Tahun 2008 tenteng
Kementenan Mepara  {Lembaran Nepara Republik
ndonesia  Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomeor 4916);



Menetapkan

3. Peraturan Presidem Nomot 45 Tohun 2015 lentang
Kementerian Pertanisn {Lemburan Neparg Fepuhblik
Indomesia Tahuin 2015 Nomor 855);

MEMUTUSEAN:
PERATURAN MENTER] PERTANIAN TENTANG ORGANISASI
LAN TATA KERJA KEMENTERIAN FERTANIAN.

BaB 1
EEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1
(1} Kementerian Pertanian berada di bawah  dan
bertanggung jawab kepada Presiden.
(2} HKementerian Pertanian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2
Kementerian Fertanian metn punyai tupgas
menyelengparakan  uritsan  pemcrintehan  di bidang
pertanian untuk membantL Prasiden dalam

menyvelengrarakan pemerntahan TICgAT.

Pazal 3

Dalam melaksanakan tugas schageimana dimaksud dalam

Pasat 2, Kementerian Pertanian menyelengearaltan fungsi:

#w. perumusan  dan penetapan  kebijakan di  bidang
penyediaan prasarane dan sarana péTtanian,
peningltatan produksi padi, jagpung, kedelai, tebu,
daging, dan pertanian lainnya, =erts penungkatan nilal
tambah, daya swsing, mutu, dan pemasaran hasil
PRItanian;

b.  pelaksanaan kebijakan di bidang penyediasn prasarana
dan =atana pettanian, permngkatan produksi padi,
jagung, kedelai, tebu, daging, dan pettantan lainnya,
serta pemingkatan nilal tambeh, daya saing, mury, dan
pemasaran hasil pertanian;



h,

-3-

pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas
pelaksanaan urusan di bidang penyedisan prasarana
dan sarana pertanian, peningkatsn produksi padi,
Jagumg, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya,
serta peningkatan nilaj tambah, daya saing, mung, dan
pemasgaran hasi! pertanian:

pelaksanaan penelitian, pengembangan dan iovasi di
bidang pertanian:

peovelenggaraan  pernyuluhan dan penpembangan
sumber daya manusia di bidang pertanian,

koordinasi  dan  pelaksanaan  civersifikasi  dan
pemantapan ketahanan pangan;

pelaksanaan perkarantinaan pertanian darn
pengawasan Keamnarat hayati

pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada
seluruh unsur erganisasi di lingkungan Kementerian
Pertanian;

pembinean dan pemberian dukungan administrasi di
lingkungan Kementerian Pertanian:

pengelulaan  barang milik/kekayaan negara :.raﬁg
mengadi tanpgung jawal Kementerian Pertanian: dan
pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan

Kementerian Pertanian.

BAB II
BLUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Pertanian terdivi gatas:

&,
b.

.

Sckretariat Jenderal;

Dircktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
Dircktorat Jenderal Tanaman Pangan;

Direktorat Jenrderal Hortikultura,

Direktorat Jenderal Perkebunan;



Direktoral Jenderal Peternakat dan Kesehatan Hewan;
Inspektorat Jenderal,

5w

Badan Penelitian lan Pengembangan Pertanian;

—_
]

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Munusia Pertanian;

J-  Badan Ketahanan Pangan;

k. Badan Karantina Pertanian:

1. Stafl Ahli Bidang Pengembangan Bio Itudratrd;

m. Staf Ahli Bidang Perdagangan dan  Hubungan

terfasional
n. Staf Abli Bidang Investasi Pertanian:
o Stuf Ahli Bidang Lingtungsn Pertanian;
. 3taf Ahli Bidang Infrastrukior Pertanian:
4.  Pusat Data dan Sistemn Infortnasi Pertanian;
r.  Pusat Perlindungan Varietaz Tanemen dan Perizinan

Pertanian:

5. Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologl
Pertomian; dan

t.  Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian.

BAE Il
SEKEETARIAT JENDERAL

Bagian Eesatu
Kedudukan, Tugss, dan Fungsi

Pazal 5
(1} Sckretariat Jonderal berada di bawah dan bertangging
jawab kepada Menter,
{Z} Sekretariat Jenderal dipimpin olch Sekretaris Jendergl,

Pasal 6
Aedretariat Jenderal mempunyal tugas menyelengearakan
koordinasi pelaksanesan tugas, pembinaan, dan premberian
dukungan administrasi kepada seluruh it organisasi di
hingkungan Kementerian Pertanian.



FPasal 7
Dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6, Selkretarial Jenderal menyelenggarakan funpgsi:
A.  koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
b, koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan
anggaran Kementerian Pertaniar;

i

pembinaan dan pemberian dukungan administrasi

Yang meliputi ketatausahzun, kepegawaian, keuangan,

kerumahlanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat,

arsip, dan dokumentasi Kementeriun Pertanian;

d.  pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;

2.  hoordinasi dan penyusunan peraturan perundarnyg-
undangan serta pelaksanaan advokasi hukoam:

f.  pengelolapn  barang milik/kekayaan negara  dag
layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan

g pelaksanann fungsi lain yang diberikan oleh Manteri.,

Bagian Kedua
Susunan Orpanisas

Pazal R
Sckretariar Jenderal terdiri atas:

a.  Biro Perencanaan;

b.  Biro Organisasi dan Kepegawaijan;

c.  Biro Hukum:

4. Biro Kenangan dan Barang Milik negars;
.  Biro Umum dan Penpodaan;

I.  Birc Kerja Sama Luar Negeri; dan

£, Birp Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik,

Bagian Ketipa
Biro Petencanasn

Pasal 49
Biro  Peréncanaathh mempunyai  tugas  melaksanakan
keordinasi, dan peryusunan rencana, kebifaltan, program,
Anggaran  scrta  pemantavan, evaluasi dan  pelaporan

Kementerian Pertanian.



Fasal 10

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 9, Biro Pereficanaan menyclengrarakan fungsi-

a. peonyiapan koordinasi, dan PCOyUsSUNan  rencana
pengernbangan wilayah pertanian:

b.  penyiapan Keordinasi, dan penvusunan kebijaltan dan
FProgram pembangunan pertanian;

¢.  pemyiapan  Koordinasi, dan  penyusunan ahggaran
pembangunan pertanian;

d.  pemantauan, cvaluasi, dan pelaporan pelaksanaan
program pembangunan pertanian; dan

e.  pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro

Ferertcanaar.

Fazal 11
Eirg Perencanaan lerdid atas:
a. Subbagian Tata Usahu Biro; dan _

L. Kelompek Jabatan Fungsional,

Pasal 12
Subhagian Tata Usaha Biro mempunyai tugas melakukan
pelaksanaan urusan  tata usaha dan rumak tangga Biro

Perencanaan.

Bagian Keempat

Biro Organisast dan Kepepawaian

Pasal 13
Birc Crganizasi dan  Kepegawaian mermpunyal  gas
melaksanakan penyusunan organisasi, tata laksana dan
reformasi Lirokrasi, pengelolaan kepegawajan  limgkup

Keraenterian Perlanian.



Pasal 14

Dalam melaksanakan tigas sebapaimana dimaksud dalam

Paza] 13, Biro  Organisasi dan  Kepepawaian

menyeleniggarakan lungsi:

A pemsunan, evaluasi, dan penyempurngsn orgenisasi,
serta pengembangan jabatan fungsional dan budaya
kerja;

b.  penvusunan, evaluasi, dan penyempurnaan  tata
laksana, fasilitasi  reformasi  birokrasi lingloup
Kementerian Pertanisn serta penyclenggarem sistern
pengendalian internal lingkup Sekretariat Jenderal;

¢. pelaksanaan percncanasn, pengembanpgan,  dan
penilaian Kinerja pegawai;

.  pelaksanaan mutasi pegawai; dan

e. pelaksansan urusan tata usaha dan rumak tangza Birg

Orpanisasi dan Kepegawaian.

Pasal 15
Biro Organisasi dan Kepegawaian terditi atas:
a. Subbagisn Tata Usuha Bira: dan
b, Kelompok Jabatan Fungsional.

Pazal 16
Subbagian Tata Usaha Bire mempunyai tlgas melakukan
pelaksangan urusan  tata usaha dan rumah tangga Biro

Organisasi dan Kepegawaian,

Bapian Kelima

Biro Hukium

Pazal 17
Bire Hukum mempunyai tugas melaksanakan kaordinast,
dan pemyusunan  peraturan perundang-undangan  dan

pelaksangan advokasi hukurm.



Pazal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasgal 17, Biro Hulum menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan  koordinasi dan pemyusunan peraturan
perundang-undangan di bidang pertanian;

b.  pengembangan sisterm dan pengelolaan dokumentasi
dan informasi hukum pertanian;

€.  pPenyusunan naskah perjanjian, pemberian
pertimbanpan dan lifgasi hukum; dan

d. pelaksanaan urigan tata saha dan mameah tan gra Biro

Hukum.

Pazal 19

Birn Hukum terdiri atas:
8. Subbagian Tata Usaha Biro: dan
b, Eelompok Jabatan Fungsional.,

Pasal 20
Subbagian Tata Usaha Bire mempunyaj tugas melakukan
pelaksanaan urusan tara usaha dan rumah tangega Biro
Huloum.

Bagian Kcenam

Biro Keuangan dan Barang Milik MNegara

Pagal 21
Bira Keuangan dan Barang Mililt Negara mefnpunyal tagas
melaksanakan petipelolaan urusan keuangan dan barang

milik negara lingkup Kementerdan Pertanian.

Faza] 22
Dalam melaksanaltan tugas sebagaimana dimaksud datam
Fasal 21, Bire HKeuangan dan Barang Milik Negara

menyelenggarakan Mungsi:



o

pelaksanaan urisan perbendaharaan dan pPengrimaan

negara bukan pajale;

b pelaksanaan akuntansi, verifikasi anpsaran  dan
pengelolaan pelaporan keuangan lingkup Kementerian
Fertanian:

¢.  pengelglaan barang milik negara lingkup Kementedan
Pertanian;

d.  pelakzanean pelaporan keuanpan dan Barang milik
negara Sckretatiat Jenderal; dan

2. pelakzanazn urisat tata usaha den mah lengga Biro

Keuangan dan Barang Milik Negara.

Pasal 23
Bire Keuangan dan Barang Milik Negara terdiri dari
a. Subbagian Tata Usaha Bire: dan
b.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Posal 24
Jubbagian Tata Usaha Biro mempunyal gas melalukan
pelaksanaan urusan tata usaha dan ramah tangga Biro

Keuangan dan Barang Milik Megara.

Bagian Ketujuh

Bire Umum dan Pengadaan

Pasal 25
Biro Umum dan  Pengadaan mempunyal  tugas
meclaksanakan koordinusi, dan penyelenggaraan kearsipan,
lcetatuusahaan, kerumahtanggaan, serta layanan
pengadasn barang dan jasa.

Pagal 26
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Fazal 25, Bire Umum dan Pengadaan menyelenpgarakan

Tungsi;
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a,  pelaksanaan pengelolaan kearsipan;

L. pelaksanean urusan ketatausahaun;

¢, pelaksanaan urisan kerumahtanggaan:

4. pengelolaan pengadaan  barang/jass, pengelulaan

layanan pengadaan secara  elelitronik, peinbinaan
sumber daya memusia dan kelembagaan pengadaan
barang/jasa, dan  pelakzanaan pendampingan
konsultasi  dan  bimbingan  teknis  pengadaen
barang/ jasa;

¢, pemberian layanan dan pembinaan pengadaan barang
dan jasa; dan

f  pelaksanean urasan tata ussha dan rumah te ngga Bira
Umuim dan Pengadaan.

Pasal 27
Bire Umum dan Pengadaan terdiri atas:
a. Subbaglan Tata Usaha Birg; dan
k. Kelompek Jabatan Fungsional,

Pazsal 28
Subbagian Tata Usaha Birp mempunyai tugas melakukan
pelaksanaan urusan rata usaha dan rumah targga Biro
Umum dan Pensadsan.

Bagian Kedelapan
Birg Kerpa Sama Lusr Negeri

Pasal 29
Bire Kerja Sama Luar Negeri mempunyai  tugas
mclaksanakan koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan
kerja sama luar neger di bidang pertanian,

Paszal 30
Dalam melaksanakan tupas sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 29, Bire Ketja Sama Loar Negeri menyelenpgarakan
fungsi:
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1. penyiapan koordinasi, pembinaan, tlan
penyelenggaraan  kedja sama  bilateral di bidang
pertanian;

I penyiapen keordinasi pembinaan, dan penyelenggarasan
kerja sama regional 4i bidang pertanian;

¢.  penyiapan koordinasi pembinuan, dan penyelenggaraan
ketfa sama multilateral di bidang pertanian:

d.  penyiapan kerja sama, pengelolaan pinjaman dan hibah

luar neger;

n

pelaksanaan administrasi Atase Pertanian; dan

Hy

pelaksanaan urusan tata usaha dan rumeh tangga Birn
Kerja Sama Luar Negeri.

Fazal 31
Birc Kerje Sama Luar Neperi terdit atas:
4. Bubbapizn Tata Usaha Biro: dan |
b Kelompolk Jabatan Funpsional.

Pasal 30
Fubbagian Tata Usaha Biro mempunyai tupas pelaksanaan
urusan tata Usaha dan rumah tangga Biro Kerja Sama Luar
Negeri.

Bagian Kesembilat

Bire Hubungan Masyargkat dan Informasi Publik

Pasal 33
Birc Hulungan Masvarakat dan Informasi Publik
mempunyal tugas melaksanaken hubungan masyarakat,
kepratokolan  den  hubungan antar  lembags, serta
pengelolaan informasi publik di bidang pertanian.

Pazal 34
Dalam melak=anakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 33, Biro Hubungan Masyvarakat dan Informesi Publik
menyelengearakan fungsi:



S1a -

E“

penyiapan pelaksanasn hubungan masyarakat;

b.  pengelolaan dan pelayansn informasi publik bidang
pertanian;

€. pelaksanaan urusan keprotokolan dan hubungan antar
lernbaga; dan

d. pelaksanasan wrasan tata usaha dan mumah tangga Biro

Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik.

Pasal 15

Biro Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik terdid
atas: '

8. Bapgian Protolkol: dan
b.  Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 36 _
Bagian Protokol mempunyal tugas melaksanakan urusan
keprotoltolan, scrta uruaan tata usaha dan mamah tangga
Birc Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik,

Pasgal 37 _
Dalam melaksanalan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36, Bagian Protokol menyelenggarakan fungst:
2.  pelaksanaan urvsan keprotokolan Menter;
b. pelaksanaan hubungan kelemnbagaan: dan
¢.  pelaksanaan urisan tata usaha dan rumah tangga Biroe
Hulmingan Masyarekat dan Informasi Publil.

Pazal 25
Bagian Protokol terdicl atas:
a. Subbagiuzn Tata Usaha; dan
bB. Kelompok Jabatan Fungsional

Pagal 39
SBubbagian Tata Usaha mempunyai tuges pelaksanaar
vurusan tate usaha den rumah tangga Biroe Hubungan
Maosyaraliat dan Informasi Publik.
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BAB IV
DIREETORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA
FPERTANIAN

Bagian Kesaly
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 40
{1] Direktorat Jenderal Prasarans dan Sarana Pertanian
berada di bawah dan bertangpung jawab kepada
Menteri.
(2) Direktorat Jenders] Prasarapa dan Sapana Pertanian
dipimpin oleh Direknar . Jenderal,

Pasal 41
Direlttorat  Jenderal Prasarana ~dan  Sarana Pertanian
mempunyal  tugas menyelenggarakan peorumusan  dan
pelukzanaan kebijalkan penyedinan prasarana dan sarana di

bidang pertanian.

Pagal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Fazal 41, Direktorat Jenderal Prazarana dan Seranm

Pertanian menyelenggarakan fungsi:

8. perumusan  kebijaktan di  bidang  penyelenggaraan
perluasan den perlindungan  lahan  pertanian,
pengembangen dan rehabilitasi ifgasi tersier, fasilitasi
pembiayaan, serta penvediaan pupud, pestisida dan alarg
MESIN PErtanian prapanes,

b.  pelaksanaasn  kebijakan  di bidang penyclenggarasn
perluasan dan  perlindungen lahan Prtanian,
pengembangan dan rehabilitast irigasi tersicr, fasilitasi
pembiavaen, serta penyediaan pupuk, postisida dan alat
mesin pertanian prapanern;
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. poOovesunan norma, slandar, prosedur dan Krikteds di
Lidang penyelenpmaraon perluasan dan perlindungan
lahan pertanian, pengembangen dan rehabilitasi irigasi
tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediasn pupals,
pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;

d.  pelaksanaun pemberian bimbingan teknis dan supervisi
di tidang penyelengaraan perluasan dan perlindungan
lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitast irigasi
tersier, fasilitasi pembiayvaan serta penvediazm pupuk,
pestsida dan alat mesin pectanian prapanen;

¢.  pelaksanaan  evaluasi dan  pelaporan  di Lideng
penyelenggaraan perluasan adan perlincungan lahan
pertanian, pengenibangan dan rebubilitasi iripasi tersier,
fasilitasi pembiayasn serta peryediaan pupnlk, pestisidg
dan alat mesin pertanian prapanen;

[.  pelaksanaan administrasi Direltorat Jepderal Prasarana
dan Sarana Pertanian; dan

g pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Mented.

Bapgian kKecdua
Susunan Orpanisasi

Pazal 43

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarans Fertanion terdiri
atas:
a.  Sekretariat Diirektorat Jenderal:
b.  Dhrektorat Perluasan dan Perlindungan Lahan:
c.  Darcktorat [rigasi Pertanian:
.  Direktorat Fembiayaan Pertanian;
e. Direktorar Pupuk dan Pestizida: dan

Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

Bagian Ketiga
Sekretariat Direktorat Jenders)

Pasal 44
Selretariat - Dircktorat  Jenderal  mempunyai tigas
memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada
selurub unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal
Prasarana dan Sarana Pertanian,
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Fagal 45

Dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 44, Sekretariat Direlctorat Jenderal menyelenggarakan

Tungsi:

a. koordinasi  pémyusunan  rencana  dan  program,
anggaran, serta Kerja sama di bidang pragsarana dan
BATANG PErtaran;

b.  pengelolzan uruzen kevangan dan penstausahaan
Larang milik negara;

£ evaluazi dan penvempumaan organisasi, tata laksana,
pengelolaan urusen kepegawaian, dan pemyusunan
rancangan  peraturan perundong-undangan,  dan
pelaksanaan hubungan masyvarakat serta informasi
putdik:

d.  evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kKegiatan, serts
pemoberian layanan rekomendasi di bidang prasarana
flan sarana pertanian; dan

¢.  pelaksangan urusan tata usaha dan rumah tangea

Direktorat Jenderal Prasarana dapn Sarana Pertanian,

Pasal 46
Sekrctariat DHrekrorac Jenderal terdisi atas:
a.  Bagian Umum; dan
b.  Kelompok Jabatan Funpsional.

Pasal 47
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan taty
usaha, rumah tanpga, dan penatavsahaan barang milik
negara hrektorat Jenderal, serta pelayanan relkomendasi,

Cagan Keempat
Drrelroret Perluasan dan Perlindungan Lahan

Pasal 48
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan ICIMpUYaj
tugas  mclaksanaltan  penyiapan  perumusan dan
prlaksanaan  kebijakan  di bidang perluasan  dan
perlindungan lahan.
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Pasal 49

Dalamn melaksanakan tugas scbapaimana dimaksud dalam

Pazal 48, Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan

menyelengrarakan Mingsi:

a.  pényiapan perumusan kebijakan di bidang basis dats
lahan, perluasan areal, optimasi dan rehabilitasi lahan
serta perlindungan lahan;

b.  pelaksanaan kebijakan di bidang basis data lahan,
perluasan arcal, optitnasi dan rehabilitast lshan serta
perhindungan lahan;

C.  penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dj
bidang basis data lahan, perluasan areal, optimasi dan
rchabilitasi lahan serra perlindungan lahan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
basis data lahan, perliasan areal, optimasi  dan
rehabilitasi lahan serta perlindungsn lahan:

2.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
basis date lahan, perluasan areal, optimasi dan
rehalijlitasi lahan serta perlindungan lahan: dan

f.  pelaltsanaan urmisan tata usaha Direktorat Perluasan

daty Perlindungan Lahan.

FPagal 30
Direktorat Perluasan dan Perlindungan Lahan terdid atas:
a. 3ubbagian Tala Usaba: dan
L. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51
Subbagian Tata Usaha mernpunyai tugas melakukan urusan
kepogawaian, keuangen, penata usahasn barang milik
negara, rumah rangga, dan surat menyurat, serta kcarsipan

Direktarat Perluasan dan Perlindungan Lahan.
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Bagian Kelima
Dircktorat Iripasi Pertanian

Pasal 52

Dhircktorat [rigasi Pertanian mempLnyal tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelakzanaan
kebijakan di bidang penpembengan dan rehabilitasi irigasi
tersier.

Fazsal 53

Dialam melaksanakan tugas sebagaimang dimaksud dalam

Pagal 52, Direktorat Irgasi Pertanian menyelenggaralan
lungsi:

B.

penyiapan  perumusan  Kebijakan  di bidang
pengembangan sumber air, pengombangan juringan
irigasi dan perkumpulan  petan pemalkai ajt serta
iklim, konservasi air dan lingkungan hidup;
pelaksanaan  kebjjakan di  bidang perigembangarn
sumber  air, pengsmbangan janngan  irigesi dan
perkumpulan  petani pemakal  air  serta iktlirn,
konservasi air dan lingkungan hidup:

penyusunan nworma, standar, prosedur, dan Kriteria di
bidang pengerubangan sumber  air, pengembangan
jaringan irigasi dan perbumpillan petani pemakai air
serta iklim, konservasi air dan hngkungan hidug;
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengembangan sumber air, pengembangan jaringan
irigasi dan perkumpulan petani pemakei ajr serta
ikhm, konservagi air dan lingkungan hidup;
pelaksanaan evaluas dan pelaporan kegiatan d; bidang
pengembangan sumber air, penpembanpan jaritgan
irigasi dan perkumpulan petani pemaktal air serta
iklim, konservazi air dan lingkungan hidup; dan
pelaksapaan wusan tata usaha Dircktorac Iripasi
FPertanian.

Pasal 54

Direktorat Irigasi Pertanian terdiri atas.

.
b

Subbagian Tata Usaha; dan
Kelompok Jabatan Fungsional,
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Pasal 55
Subbagian Tata Usaha mempunyal tugas melakukan umisan
kepegawaian, keuangan, penatausahasn barang wmilik
negara, rumah tangga, dan surat menyurat, serrg kearsipan
Direktorat Irigasi Pertanian.

Eagian Keenam
Cirektorat Pembiayaan Pertaniat

Paszal 56
Pirektorat  Pembiayaan Pertanian  mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan  pelaksanaan
kebijakan dj Lidang fasilitasi pembiayaan pertanian.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas scbagaimang dimaksud dalam

Pazal 25, Direlktorat Pernbiayaan Fertanian

menyelenpgrarakan fungst:

£.  penylapan perumusan kebijakan di bidang  kredit
program  dan  fasilitasi  pembiayaan, kclembagaan
pembiayaan  serta pemberdayasn permodslan dan
asuranyi pertanian;

b, pelaksanaan kebijakan di bidang kredit program dan
fasilitasi pembiayaan, kelembapaan pembiayaan serts
pemberdayasn permodalan dan asuransi pertanian:

C. PenyuUsunan norma, standar, prosedur, dan keitera di
bidang kredit program dan fasilitasi pembisyaan,
kelembagaan  pembiayaan  serta permiberdayaan
permedalan dan asuransi pertanian:

d.  pemberian himbingan teknis dan supervisi di bidang
kredit program dan fesilitasi pembiayaan, kelembagaan
pembiayaan serta pemberdayaan permodalan  dan
as\ransl pertanian;

€.  peclaksanaan evaluasi dan pelaporan kepiatan di bidang
kredit program dat fasilitasi pembiayaan, kelembagaan
pemnbiayaan serla pemberdsyaan  permodalan dan
ASUTANSE pertanian; dan
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1. pelaksanaan urusan tata ysaha Direktorat Pembiayaan
Fertanian,

Pusal 54
Direktorat Pembisyaan Pertanian terdin atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b.  Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 59
Subbagian Tata Usaha mermpunyai gas melakukan
unisan kepegawaian, keuanpan, penatausahasn barang
milik negara, rumah tangga, dan surat menyvurat, serta
kearsipan Dirgktorat Pecmbisyaan Pertanian.

Bapian Kctujuh
Direletorat Papuk dan Pestisida

Pasal &0
Direktorat Pupuk dan  Pestisida mempunvai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan  pelaksanaan
kebijukan di bidang penycdiaan pupuk dan pestisida,

Pagal ai

Dalam melaksanakat tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 60, Direktnrat Pupul dan Pestizida menyelenggarakan

ung=i:

3. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penvediaan
pupuk dan pembenah tanah, pupulk bersubsidi dan
prstisida, zerta pengawasan pupuk dan pestisida;

b.  pelaksanaan kebijakan di bidang penyedinan pupuk
dan pembensh tanal, pupuk bersubsidi dan pestisida,
scrta pengawasan pupuk dan pestizids;

©.  penyusunan norma, standar, prozedur, dan kriteria di
bidang penyediaan pupuk dan pemmbenah tanab, pupuk
bersubsidi dlun pestisida, se rig pengawasan pupuk dan
pestisida;
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d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penyediaan pupul dan pembenah tanah, pupuk
bergubsidi dan pestisida, serta pengawaszan pupuk dan
pestizida;

€. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
penyedisan pupuk dan pembenah  tanah, pupuk
bersubsici dan pestisicla, serta pengawasan pupult dan
peatisida; dan

[.  pelaksanaen urusan tata usaha Direktorat Pupuk dan
Pestigida.

Pasal 62
Direkrorat Pupuk dan Pestizida terdir] atas:
#, Subbagian Tata Usahe; dan
b.  HKelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 63
Subbagian Tata Usaha mempunyal tugas melakukan urusan
kepegawaian, kevangan, penatausahaan barang mitik
negara, ramah fangga dan surat menyurat, serta kearsipan
Direkrorat Pupuk dan Pestisida.

Bapian Kedelapan
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian

Pagal 64
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian mempunyal tugay
melaksanakan penyiapsn perumusan dan  pelaksanaan
kehijakan di bidang penyediaan alat dan mesin pertanian
pPrapaném,

Pasal &5
Dalam melaksanakan tagas schagaimana dimaksud dalam
Pasal 64, Direltorat  Alat  dan Mesin Pertanian
menyelengeacakan fungsi;
a.  penyiepan perumusan kebjjakan di bidang penvediaan,
pendaftaran, pengawnsan  dan peredaran  serta
kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen,
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b. penyiapan  pelaksanasn  kebijalan  di bidang
penycdiaan, pendaltaran, pengawasan dan peredaran
zerta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen:

. penyusunan norma, standar, proseduor, dan kriteria di
bidang penyediaan, pendaltaran, pengawasan dan
peredaran scrta kelembagaan alat dan mesin pertanian
prapaten;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di dang
pényediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran
serta kelembagaan alat dan mesin pertanian prapanen:

€. pelaksanaan evahiasi dan pelaporan kegiatan di bidang
penyediaan, pendaftaran, pengawasan dan peredaran
serta keletnbagaan alat dati mesin pertanian prapanen;
dan

. pelaksanaan urusat tata usahs Direktorat Alat dan
Mesin Pertanian.

Pasal 66
Direktorat Alat den Mesin Pertanian terdiri atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jalaten Funpgsional.

Pagal &7
Subbagan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
kepegawaian, Kewangan, penatausahaan barang milik
negara, rumah tangga dan surat menyurat, serta kearsipan
Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

BAB V
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN

Bagian Kesai
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 63
(11 Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berada di bawgh
dan bertangpang jawab kepada Menterd,



-00 .

I2) Direltorat Jenderal Tanaman Pangan dipimpin oleh
Direkor Jepderal.

Pasal 60
Dircktorat Jenderal Tanaman Pangan memplmysa tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang peningkatan produlktsi padi, japung, kedelai, dan
tanaman pangarn lamnya.

Pasal 70

Dalam melaksatakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6%, Direktorat  Jenderal Tanaman Pangan

menyelenggarakan fungsi:

a.  perumusan  kebijakan di bidang  penyediaan
pérbenihan, pemvelengparaan budi dava, peningketan
pascapanen, pengolahan, can  pemasaran  hasil
produksi padi, jagung, kedelad, dan tanaman pangan
lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan
perlindungan tanaman pangan;

b, pelaksanaan  kebijakan di  bidang  penyediaat
perbenihan, penyelenggaraan budi dava, peningkatan
pascapanet, pengolahan, dan  pemasaran  hasil
produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman pangan
lainnya, serta pengetdalian hama  penyakit dan
perlindungan tanamean pangan;

. penyusunan norme, standar, prosedur, dan koteria di
bidang penyediaan perbenihan, penyelsngzaraan Budi
daya, peningkatan pascapanen, pengolshan, dao
pemasaran hasil produksi padi, japung, kedeled, dan
tanaman pangan lainnya, sertz pengendalian hama
penyakit dan perlindungan tanaman pangan,

d. pemberian bimbingan teknis den supervigi di bidang
penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi dava,
peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pEIMARArAN
haszil produksi padi, jagung, Kkedelai, dan tanaman
pangan lainnya, serta pengendalian hama penyakit dan
perlindungan tanaman pangsn;
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pelaksanaan  evaluasi dan  pelaporan di  bidang
penyediaan perbenihan, petyelensparasn budi days,
peningkatan pascapanen, pengolahan, dan perpasaran
hasil produksi padi, jagung, kedelai, dan tanaman
pangan lunoya, serta pengendalian hama penyakit dan
perlindungan taneman pangan,

pcleksanaan  administrasi  Direktorat  Jenderal
Tanaman Pangan; dan

pelaksanaan fungsi lain vang diberikan olel Menteri.

Begian kedua
Susunan Chganisasi

Pasal 71

Direktorat Jenderal Tanaman Panean terdivi atas:

a.

b
<,
d

o

Sekrelanat Direktorat Jenderal,

[hrektorat Perbenihan Tanaman Panean;

Direlktorat Sercalia:

Direktorat Aneka Kacanp dany Thnbi;

Direkrorat Perlindungan Tanaman Pangan; dan
Direltorat Pengolahan dan Pemasaran Hesil Tanaman
Pangan,

Bagian Ketiga
Zeleretariat Direktorat Jenderal

Pasal 72

Selretariat  Direktorat  Jenderal mempunyai  togas

memberikan pelayansn teknis dan administrasi kepada
seluruh unit organisasi di linglungan Direktorar Jepderal

Tanaman Panpan,

Pasal 73

Dalam melaksanalkan tugas schagaimana dimaltsud dalam

Fasal T2, Sekrerariat Direktorat Jenderal menyelengsarakan

hingsi:
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koordinasi, penyusunan rencana dan  program,
anggaran, serta kerja sama di bidang tanaman pangan;
pcngelolaan wrusan kevangan dan penstausahasn
barang milik negara;

svaluasi den penyempurnaat organtsasi, tata laksana,
pengelolaan  urusan  kepegawaian,  peanyusunan
rancangan peratiran perundeng-undangan, dan
pelaksanaan hubungan masyarakat serty informasi
pubhk;

svaluas| dan pclaporan pelaksanaan kegialan, scria
pemberian layanan rekomendasi di bidang tanaman
pangan; dan

pelaksanaan urdsan tata wsaha dan rumah tangpa
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 74

Sekretariat Direltorat Jenderal terditi atas:

=

b.

EBagpiarn Umum; dan
Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal ¥5

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata
usaha, mimah tangga, dan penatausahaan barang milik

negarg Dircktorat Jenderq], serta pelavanan rekomendasi.

Bagian Keempat
Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan

Pasal 75

Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan mampunyai tgeas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelalisanaan
kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih padi,
Jagung, kedelai, dan tanaman pangan lain.

Pasal 77

Dalam melaksanskan tugas sehagaimana dimalsd dalam
Pasal 76, Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan

menyelengrarakan fungsi:
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a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan
penyediaan varietas, penpawasan muty, dan produksi
benih tanaman pangan;

b.  peleksanasn  kebijakan di  bidang peningkatan
penyediaan varietas, penpawasan iy, dan produksi
benih tanaman pangan;

€. penyusunarn notims, standar, prosedur, dan krteria dj
bidang peningkatan petiyediaan varietas, pengawssan
mutu, dan produksi benih wnaman pangan;

d. pembenian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
peningkatan penycdiaan varietas, pengawasan mutna,
dan produksi benih tanatman pangan:

e, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
peninglatan penvediaan varietas, pengawasan mmitu,
dan produlksi benih tanamman pangan; dan

f.  pelaksanaen urusan tata ussha Direktorat Petbenihan
Tanaman Panpan.

Fasza] 78
Direktorat Perbenihan Tanaman FPangan terdiri atas;
4. Subbapian Tata Usaha; dan
b Kelompolk Jabatan Funesional.

Pagal 79
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
pénylapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran,
dan pelaporan serta urusan kepegavwaian, keuangan, curmah
tamegs, penatadsahaan  barang  milik nepara, surat
menyurat, dan kearsipan Direktorat Perbenihan Tanaman
Pangan.

Bagian KEelima

DHreltarat Serealia

Pasal 83
Direktarar  Serealia mempunyai tugas melaksanakan
penylapan perormusan dan polaksanaan kebijakan di bidang
peningkaten produksi podi; jagung dan serealia lain.
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Pasal &1

Dalam melaksanakan mugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 80, Direktorat Serealia menyelenpgarakan funpsi:

a.  penyiapan perumusan kebijakan di bidang peninglatan
produks padi irigasi dan rawa, padi tadah hujan dan
lahan kering =zerta jagung dan serealia lain;

b pelaksanaan Kebijakan di bidang peningkatan procdaksi
padi irigasi dan rawa, padi tadah bujan dan lahan
kKering seria jagung dan serealia lain,

. peoyusunan norimna, standar, prosedar, dan kriteria di
bidang peningkatan produksi padi irfgasi dan rawa,
padi tadah hwan dan lahan kering serta jagung dan
sercalia lain:

d.  pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
peningkatan produksi padi irigasi dan rawa, padi tadsh
hujan dan lahan kering serta jagune dan serealia lain;

e. pélaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
peningkatan produkesi padi irigasi dan rewa, padi tadah
hujan dan lahan kering serta jagung dan serealia lain;
dan

i, pelak=anesan wriasan tata usaha Direktorat Serealia,

Pazal 52
Direktorat Serealia terdiri atas:
2. Subbegian Tata Usahe; dan
b.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 83
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran,
dan pelaporan serta urosan kepegawaian, keuangan, rumeh
tangga, penatausahasn barang milk negara, surar

menyurat, dan Kearsipan Direktorat Sercalia.
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Bagian Keenam
Direktorat Anekas Kaeang dan Umbi

Pasal 84
Direktorat Aneka Kacang dam Umbi mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan  pelaksansan
kebijjakan dibidang peningkatan produksi kedelai, aneka
kacang lain, ubi kayu dan aneka umbi lain.

Paszal 85

Dalam meloksanakan tugas sehagaimana dimaksud dalam

Fesal 84, Dirchiorat Aneka Kacang dan Thnhbi

menyelengrarakan funesi:

a.  penyiapan perunmasn kebjakan di bidang peningkatan
produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan
atela umbi lain:

b, pelaksunaan kebijakan di bidane peningkatan produlksi
kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu dan apeka umbi
lain:

¢, PEeEnyUSsunan nomma, standar, proscedur, dan kriteta di
bidang predulksi kedelai, aneka kacang lain, ubi kayu
dan aneka umbi lain;

d. pemberan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pemngkatan produksi kedelai, aneka kacang lain, ubi
iravy dan aneka umbi lain;

¢. pelaksanaan evaluasi dan peluporan kegiatan di bidang
peningkaten produksi kedelai, ancka kacang lain, Ui
kavu dan anels umbi lain: dan

. pelaksanaan urasan taﬁ usaha Direktorat Anela,
Karang dan Umly.

Pasgal 26
Dircktorat Aneka Kacang dan Umbi terdic atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan

I, Helompek Jabartan Funpsional.
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Pazal 37
Subbagian Tata Usaha mempunys tugas melaltukan
penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran,
dan pelaporan serta urusan kepegawaian, kevangan, nimah
tangga, penatausshasn barang mitik nepars, surat
menyurat, dan kearsipan Direktorat Aneka Kacang dan
Umbi.

Bagian Ketuguh
Direktorat Perlindungan Tanaman Pangan

Pazal 83
Direlctorat  Perlindungan Tanaman Pangan mempunyad
tugas melaksanakan penyiapan  perumusan dan
pelaksanaan kebjjakan di bideng pengendalian hama
penyakit dan perlindungan tanaman pangan.

Fagal 549

Dalam melakzangkan tugas sebagaimensa dimaksud dalam

Pasal 85, Dircktorat Perlindungan Tanaman Pangan

menyelenggarakan unpsi:

a. pengelolaan data dan informasi organisme pengganggu
tumbuhan:

b. peningkatan kapasitas kelembagaan  pengendalian
Organsme penggangey tumbuhan;

¢ penyiapan  perumusan  kebijakan i bidang
pengendalian organisme penggangmy  tumbuhan
serealia, aneka kacang dan ums, serta
penangmilangan dampak perubahan iklim,

d.  pelaksanasn  kebijakan di  bidang  penpendalian
arganisme penggangnl  tumbuhan  zerealis, ancka
kacang dan umbi, scrta penanggulangsn dampak
perubahan iklitm; '

c.  penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang pengendalizn ocrganisme penggatiggul tumbuhan
screalia,  ancka  kacang dan umhbi,  sarta

penanggulangan dampal perubahan iklion;
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. pemberian himbingan teknis dan supervisi di bidang
pengendalian organisme  penpgangeu tumbuhban
serealta,  aneka  kacang  den umbi, serta
penanggulangan dampak perubahan iklim:

g-  pelakzanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
peéngendalian organisme penpgganggy’ tumbuhan
serealia, anchka kacang dan  umbi, serta
penanggulangan dampak perubahan iklim; dan

h.  pelaksanaan  urusan tata usaha | Direktorat
Perlindungan Tanaman Pangan.

Paza] %0
Direlktorat Petlindungan Tanaman Pangan terdiri atas;
8. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Fazal 9]
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melalniken
penyiapan bahan penyusunan rencans, program, anggatan,
dan pelaporan serta urusan kepegawalan, keuangan, mamah
tangga, penatavsahaan  barang  milik  negara,  surat

menyurat, dan kearsipan Dircktorat Perlindurgan Tanamat
Pangan.

Bapan Kedelapan
Direktorar Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Tanaman Pangan

Pazal 92
Direktorat  Pengolahan dan Pernasaran Hasil Tanaman
Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumugan  dan  pelaksanaan  kebijakan  di bidang

peningkatan pascapanen, pepgolahan dan pemeasaran hasit
tafifiman pangat.

Faszal 03
Dalam melaksanakan tugas sebagmimana dimaksud dalam
Pasal 93, Direkiorat Pengolehan dsn Pemasaran Hagil
Tanamean Fangan menyelenggaraloan fungsi:
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a.  penyiapan perumuosan kebijakan di bidang peninghatan
pascapanen, penmgilahan, standardisasi dan penerapan
standar mutu serta pemasaran dan investasi tanaman
pangan;

b, pelaksanaan  kebijalan 41 bidang  peningkatan
pascapanety, pengolahan, standardisasi dan penerapan
slandar mut serta pemasaran dan investasi tanaman
pangan;

C.  penjusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang  peningkatan  pascapanen,  pengolahan,
standardisasi dan penerapan standar mun:  serta
pemasaran dan investasi tanaman pangan;

d. pemberian bimbitgan tckmis dan supervisi di bidang
peningkatan pascapanen, pengolahan, standardisasi
dan pencrapan standat mutu serta pemasarar dan
investaz tanaman pangan,

e, pelaksanaan svaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
perungkatan pascapanen, pengelahan, standardisasi
dan penerapan standar mutu serta pemasaran dan
investasi tanaman pangan,

I.  koordinasi perumusan dan harmonisasi standar, serta
penerapan standar mutu di bidang tanaman pangain;
dan

£.  pelaksansan urusan tata gsaha Direktorat Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Tataman Pangan.

Fasal 94
[hrektorat Pengolshan dan Pemasaran Hasil Tanaman
Pangan terdiri atasa:
a.  Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsionat.

FPasal 93
Subbapian Tata Usaha mempunyal tugas melakukan
penyiapen hahan penyusunan rencana, progrant, Angeacan,
dan pelaporan serta urusan kepepawaian, keuangan, rumah
tangga, penalausahaan  bareng milik negara, surat
menyurat, dan  kearsipan Direltorat Pengolzahan dan
Pemasaran Hasil Tenaman Fanpan,
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BAB VI
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

Baogian Kesatu
Kedudukan, Tupas, dan Fungsi

Fas=al 95
(1} Dhrektorat Jenderal Hortikultura berada di bawah dan
bertanpsung jawab kepada Menteri.

(2} Diirelttorat Jenderal Hortibolbura dipimpin oleh Direkiar
Jenderal.

Pasal 97
Dircktorat  Jenderal  Hortikoltitra  mempunyai togas
menyelengparakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
di bidang peningkatan produlksi aneks cabai, bawang merah,

anaka jeruk, dan tanaman hortilouMura lainmya.

Pasal 98

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalesud dalam

Pasal 97, Dircktorat Jenderal Hortikuliore melaksanalkan

Nmgsk:

a. perwmusan  kebijakan  di | bidang  penyediaan
rerberihan, penyelengparasn budi daya, peningkatan
pascapanen, pengelahan, dan  pemaszaran hasil
produksi aneka cabai, bawang merah, aneka jeruk, dam
tanaman hortikultura lainnva, serta pengendalian
hama penyaltit dan perlindungan hortikaltura:

b. pelaksansan  kebijakan di  bidang  penyedizen
perbenihan, penyelenggaraan budi daya, peningkatan
pascapanen, pengolahan, dan  pemasaran hasil
produkel aneka cabai, bawang merah, anclts jeruk, dan
tanaman hordkultura lainnya, serta pengendalian

hama penyakit dan perlindungan hortkultura:
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Penyusunan norma, standar, prosedur, dan keiteria di
bidang penyediaan perbenihan, penyelenggarasn budi
daya, peningkatan pascapancn, pengolahan, dan
pemasaran hasil produkisi aneka cabai, bawang merabh,
ancka jeruk, dan tanaman hertikulturs lainnys, serta
pengendalian hama  penyakit dan  perlindungan
hortilmltura;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penyediaan perbenihan, penvelenggaragn budi daya,
peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran
hasill produksi aneka cebai, bawang werah, aneka
jeruk, dan tanaman hortlultora  lainnys, serts
pengendalian  hama penyekit dan  perlindungen
hartikullura;

pelaksanasn  evaluasi dan  pelaporan i bidang
penyediaan perbeniban, penyelenggarazn budi daya,
peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran
hasil produksi anela cabai, bawang merah, ancka
jeruk, dan  tanaman horikultura lainnya, serta
pengendalian hama  penyakit dan  perlingdungan
hortikultura;

pelaksanaan admimstrasi Direktorat  Jenderal
Hortikultura; dan

pelaksanaan [ungsi lain yang diberikan oleh Menter,

Bagian Kedua
Susunan Organisas)

Pazal 99

Direktorat Jenderal Hortikultura terdiri atas:

a.

b
<.
i

o

sekrotartat Direktorat Jenderal,

Direlctorat Perbenihan Hortikuliarag

Direktorat Buah dan Flonikultira;

Dircktorat Sayuran dan Tanaman Ohbat;

Direktorat Perlindungan Hortikulturs; dan

Direktorat  Pengolahan dan  Pemasaratt  Hasil
Hortikultara.
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Bagian Ketiga

Sekrctarat Direkorat Jenderal

Pasal 100
Sekretariat Direktorat  Jenderal  mempunyai tugas
memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada
seluruh unit organisasi di lingkungan Direltorat Jenderal
Hortikoultura.,

Pazal 101
Dalam melaksanakan tugas sehagaimena dimaksud dalam
Pazal 14003, Sckretariat Direktorat Jenderal

tnenyelengearakan fungsi:

a. koordinasi, penyusunen rencana dan  prograrm,
anggaran, serta kena sama di bidang hortitenliura;

b.  pengelolaan urusan keuwangan dan penatausahaan
barang milik negara;

. evaluas] dan penyempuriaan organisasi, tata laksana,
pengelelaan  Wwusan  kepegawalan, penyusunan
rancanpan - peraturan perondang-undangan,  dan
pelaksanaan hubungan masyaraket serta informasi
publik;

d.  evaluaei dan pelaperan pelakzanoan kepiatan, serta
pembenan layvanan rekomendasi di bidang hortikulira;

¢. pelaksanaan uvrusan tata usaha dan rumah tangga
Direktotat Jenderal Hortikultura; dan |

{.  pelaksanzan fungsi lain yang diberikan oleh Direkour
Jenderal Horbikaltura.,

Pagal 107
Selretariat Direktorat Jenderal terdird atas:
a. Bagian Umum; dan

b,  Kelompol Jabatan Funpsional.

Pazal 103
Bagian Umlun mempunyai tugas melaksatakan urdsan tata
usaha, rumah tengpa, dan penatausahaan barang milik
negara Direktorat Jenderal, serta layvanan rekomendasi.
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Bagian Keemnpat
Dhirektorat Perbenihan Hortikultura

Fasal 104
Direktorat  Perbenihan  Hortikultura mempunyai  tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan  peleksanaan
kebijakan di bidang peningkatan penvedisan benih aneka
cabal, bawang merah, aneka jeruk, dan tanaman
hortikulturs lain.

Fazal 1035

Dalamn melaksanakan tugas sebagaimane dimaksud dalam

Pasal 10k, Dircktorat Perhenihan Hortilaltara

menyelenggarakan fungsi:

a.  penyiapdan perumusan kebijakan di bidang peningkatan
peniyediann varietas, dan pengawasan mutu, seria
produlsi dan kelembagaan benihy;

b. pelaksanean  kebijakan di  bidang  peningkalan
penyediaan varietas, den pengswasan muu, serta
produksi dan kelembagasn benih;

C.  penyusunan norma, standar, proseduar, dan Kriteria di
bidang peningkatan penyediaan  varetas, dan
pengawasan mutd, serta produlsi dan kelembagaan
benih;

d.  pemberian bimbingan teknis dan superviai di bidang
perungkatan penyedizan varietas, den penpawasan
muiu, serta produlsl dan kelembagaan benih;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kepiatan di bidang
permingkatan penyediaan varietas, dan peopawasan
mutu, serta produlsi dan kelembagaan benih; dan

f.  pelaksanaan urusan tata usaha Dircktorat Perbenihan
Hortikultura.

Pazal 106
Direktorat Perteniban Hortilaltura terdiri atas:
a. Subhagian Tata Usaha dan
b,  HKelompolk Jabatan Fungsional.
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Paaal 107
Subbapian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
renylapan bahan penvusunan rencana, program, anggaran,
cvaluasi dan pelaporan, urnisan kepegawalan, leuangun,
pcnatausahaan barang milk negara, rumah tangea, dan
surat menyral, serta kearsipan Direkiorat Perbenihan
Hortikultura, |

Bagian Kelima
Direktorat Buah dan Florlolmra

Pagsal 105
Direktorat Buah dan Florilultura mempunyai  tugas
melaksanakan penyiapsn perumusan dan pelakssnoan
kebijakan di bidang peningkatan produksi ancka jeruk,
tanaman buah lain, serta floriloalnara.

Paszal 109

Dalam telaksanakan tugas sehbapaimana dimaksud dalam

Pasal 08, Dhirektorat Buah dan Floriklnara

menyelengrarakan fungsi:

Aa.  penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan
produkisn taneman jcruk, perdu dan pohon, tanaman
terna dan tanaman rnefamhat, serta flonkultara,

b, pelaksanasn kebijakan di bidang peningkatan produksi
tanaman jeruk, perdu dan pahon, tanaman terng dan
tanaman merambat, serta florikultura;

€. penyusunan nomms, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang peningkatan produksi tinaman jeruk, perdu
dan pohon, tanaman terna dan tanaman merambat,
serta floriloddtura;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penungkatan produksi tanaman  jeruk, perdu  dan
pohon, tanaman temma dan tanaman metambat, serta
[lonokultura; dan

e. pelaksanaan urusan tata usaha Direltorat Buah dam
Flarilultura,
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Fazal 110
Darcktorat Buah dan Florikulnara cerdici atas:
4. Subbagian Tata Usaha; dan
b.  Kelompok Jabatan Funpsional.

Pazal 111
Subbagian Tata Usaha mempunyai tigas melakukan
pentiapan bahan penylsunan rencana program, anggararn,
evaluasi dan pelaporan, vrusan kepegawaian, keuangan,
penatausahaan barang milik negara, ramah tangga, dan
surat menyarat, serta kearsipan Direktorat Buah dan
Flonkultura.

Bagian Keenam
Direktarat Sayuran dan Tanaman Obat

Pasal 112
Dhrektorat Sayuran dan Tanaman Obat mempunyai tugas
melakisanakan penviapan perumusan dan  pelaksanasn
kebijakan di bidang peningkatan produksi aneks cabai,
bawang merah, sayuran lain dan tanaman cbat,

Pazal 112

Dalam melakganakan tupas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 112, Direktoral Sayuran dan Tanaman Obat

menyelenpparakan fungsi:

4. penylapan perumusan kebijakan di bidang peningkatan
produksi aneka cabal dan sayuran buah, bawang
merah dan sayuran wmbi, sayuren daun dan jamur
serta tanamen obat;

b, pelaksanaan kebijaltan di bidang peningkatan produksi
aneka gabai dan sayuran bush, bawang merah dan
sayuran umbi, sayuran daun dan jamur serea tanatnan
obat;

C. penyusunan nortna, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang peningkatan produksi aneka ¢abai dan sayuran
buah, bawang merah dan sayuran umbi, sayuran daun

Jdan jamur scrta tanaman obar;



-37-

d.  pemberion bimbingan teknis dan supervisi di bidang
peningkatan produlisi atieka cabai dan savuran buah,
bawang merah dan swyuran umbi, sevuran daun dan
jamur sérta tanaman obat;

2.  pelaksanaan evaluasi dan pelapotan kegiatan di bidang
peningkaton produksi aneka cabai dan sayuran buah,
bawang merah dan sayuran umbh, sayuran daun dan
Jatuur sérta tanaman obat dan

f.  pelaksanaan wusan tats usaha Dircktorat Sayuran
dan Tanaman art,

Pasal 114
Diirektorat Sayuran dan Tanaman Obat terdin atas;
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b.  Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 113
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melzkukan
penyiapan bahan peoyusunan rencana program, anggaran,
evallasi dan pelaporan, urusan kepepawaian, keuangan,
penatausahaan barang milik negara, rumah tangea, dan

surat menyurat, serta kearsipan DireKtorat Sayuran dan
Tanaman Ohat.

Bagan Eetujuh
Direktorat Perlindungan Hortikuliura

Pasal 116
Direktorat Perlindungan Hertikultura mempunyal tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan  pelaksanaan

kebijaltan di bidang pengendelian hama penyakit dan
perlindungan hortikultura.

Paszal 117
Calam melakzanakan tLgas sebagaimana dimatsnd dalam
Pasal 116, Dircktorat Perlindunpan  Horetikultura
menyelenggarakan MLngsi:
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a. pengelolaan data dan informasg organisme pengpangm
tumbuhan;

b, peningkatan kapasitas kelembagaan penpendalian
DTEANISME penpganggu umbuhan;

C. penylapan PErUITLSATL leebijakan di hidang
penpendahan organisme pengeanggy tumbuhan bush
dan floribulrira, sayuran dan tanaman obat, serta
dampak perubahan iklim dan bencana alam:

d. pelaksanaan kebjjakan di bidang penpendalian
organisme  pengpanggll  tumbuhan buash dan
Aorikultura, sayuran dan tenaman obat, serta dampale
petubahan iklim dan bencans alagg;

£, Ppenyusunan niorms, standar, progedur, dan kroteria di
bidang pengendalian organisme penggangee tumbuhan
buah dan flonkultura, sayuran dan tanaman cbat, serta
dampak perubahan iklim dan benecana alam:

[ pemberian himbingan teknis dan supervigi di bidang
pengendalian organizme pengganggn tumb:uhan buah
dan florkultura, sayuran dan tanaman obat, serta
dampak perubahan iklim dan bencana alam; dan

g pelaksanasn  wruosan  tata uszha  Direktorat

Perlindungan Hortiloutura.

Pasal 118
Direkrorat Ferlindungan Hortikultura terdiri atas:

. Subbapgian Tata Usaha; dan
k.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Fasal [ 19
Subbagian Tata Usaha mempunyad tugas melalukan
venyiapan bahan penyusunan reticana program, anggatat,
evaluasi dant pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan,
penelausahaan barang milik negara, rumah tanggs, dan
aurat menyurat, setta kearsipan Direktorat Perlindungan
Hortikkultura.
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Bagian Kedelapan

Diircktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortiloaltura

Pasal 120

Dircktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortidaltares

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan kebijalkan dh bidang peningkatan pascapanen,
penpolahan dan pemasaran hasil hortikulrara.

Fasal 121

[alam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 120, Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil

Hortlkultura menyeletgparakan fungsi:

ol

penyiapan perumusan kebijalkan di bidang peningkatan
pascapoanern, pengolahan, standardizasi dan penerapan
standar mutu  zerts pomassron dan investasi
hortloultura;

pclaksanaan  kebijekan di  bidang  peninghatan
pascapanen, pengolahan, standardisasi dan penerapan
standar moto serta  permasaran dan  investasi
hortikulbara;

peoyusunan notma, standar, prosedur, dan Kriteria di
bidang  peningkatan  pascapanen, penpolaban,
standardisasi dan penerapan standar maty serta
pemagaran dan investasi hortikulingrs;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
peningkatan pascapanen, pengolahan, standardizasi
dan penerapan standar mutu serta petnasaran dan
investas] hortkultura:

pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
peningkatan pascapenen, pengelahan, standardisasi
dan penerapan standar mutu serta pemasatat clan
investasi hortikultura;

koordinast perumusan dan harmonisasi standar serta
pencrapan standar mutu di bidang hordkultura; dan
pelaksanaan urisan tata usaha Direktorat Pengolahan
dan Perpnasaran Hasil Hortikultura.
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Fazal 122
Drreldorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortibaltura

terdiri atas;
&%, Subbagian Tata Uszhe: dan

b. Eelompok Jabatan Fungsiooal,

Pasal 123
Subbagien Tata Usaha mompunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana program, anpearan,
evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan,
penatausahaan barang mubk negara, rumah tangga, dan

surat menyurat, serta kearsipan Dircktorat Pengolahan dan
Pemasatan Hasil Hortiloaltura,

BAB V1]
DIEEKTORAT JENDERAL PERKERBLINAN

Bagian Kesaty
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pagal 124
(1} Direktorat Jendera] Perkebunan berada di bawah dan
bertanggung jawah kepada Menteri.
{1} Direktorac Jenderal Perkebunan dipimpit oleh Direktur
Jenderal.

Fasal 123
Dircktorat  Jenderal Perkebunan mempunyai  tugas
menyelengearakan perumusat dan pelaksanaan kebijalan
di bwlang peoingkatan produksi teby, dan  tanaman
perkebutian lainnya.

Pasal 12&
Dalaro metaksanakan tupas sebagaimana dimaltsud dalam
Pazal 125, Dircktorat Jenderal Perkebranan

menyelenpggarakan funpsi:
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perunmsat, kebijakan  di - bidang  penyediaan
perbenihan, penyeletigparaan budi daya, peningkatan
pascapanen, pengolshen, dan pemasaran  hasil
produksi tebu dan tanaman perkebunan lainnya,
pengembangan bahan beku bio energi, pembinagn
usaha perkebunan barkelanjutan, serts penpendalian
hama penyakit dan perhndungan perkebunan;
pelaksanaan  kebijakan  di hidang  penyediaan
perbenihan, penyelengparaan budi daya, réeningkatan
pascapanen, petngelahan, dan  pemasatran hasil
preduksl tebu dan tanaman perkebunan lainnya,
pengembangan bahan baku bis energi, pembinaan
usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian
hama penyakit dan perlindungan perkebunan;
Penyusunan norna, standar, prosedur, dan Kriterda di
bidang penyediaan perbenihan, penvelenggaraan budi
daya, peningkatan pascapanen, pengolahan, dan
pemaiaran hasil  produksi tebu dan tanaman
petkebinan lainnya, pengembangan bahan baky hio
energi, pembinasn usaha perebunan berkelanjutan,
serta pengendalian hama penyakit dan perlindungan
prrkebunan;

pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penyadizan perbonihan, penvelenegaraan budi dava,
peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran
hasil produksi teb dan tanaman perkebunan lainnyva,
pengembangan bahan baku bie energi, pembinzan
usaha perkebunan berkelanjutan, serta pengendalian
hama penyakil dan perlindungan perkebunan;
pelaksanaan  évaluasi dan  pelaporan di bidang
penyediaan perbenihan, penyelenggaraan budi dayva,
peningkatan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran
hazil produksi tebu dan tanamnan perkebunan lainnva,
pengembangan baban baku bio cnergl, pembinaan
usaha perkebunan berkelanjutan, scrta pengendalian
hama penyakit dan perlindungan perltebunan;
pelaksanaat  administrasi  Direkterat  Jonderal
Ferkebunan: dan

elaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
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Bamian Kedua
Susunahn Orgatisas

Pasal 127
Direktorat Jenderal Perkebunan cerdiri aras:
Selrerariat DHrektorat Jenderal:
Direktoerat Perbenihan Perkebunan;
Ihrektorat Tanaman Semusim dan Rempah:
Direktorat Tanaman Tahunan dan Penyegar;
Direktorat Perlindungan Perkebiuanan; dan
Ihrektorat  Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Ferkebunan.

~eoar T

Bapian Ketiga
Sekretatiat Direktorat Jenderal

Pasal 128
Sekretariat  Direltorat  Jenderal mempunyai  tugas
memberikan  pelayanan teknis dan administrasi kepada
seluruh unit orgamisasi di lingkungan Dircktorat Jenderal
Perlebuinan.

Pasal 129
Dalarmn melalksanakan tugas sebagaimana dimalsud dalam
Pa=al 128, Sekretariat Direktorat denderal

mehyelengparakan fungsi:

8. koordinasi, peryusunan  rencana  dan program,
anggaran, zerta kerja sama di bidang perkebunan;

b, pengelolaan urusan keuangan dan penatausahaan
barang milik negara;

c. evaluasl dan penyempurnaan organisasi, tata laksana,
pengelolaan urusan kepegawaian, dan penyusunan
rancangan  peraturan perundang-undangan,  dan
pelaksanasn hubungan masyarelat serta informasi
publils;

d.  evaluasi dan pelaporaty pelaksanaan kegiatan, serta
pemberian layanan rekomendasi di bidang perkebunan;

c. pelaksanaan umsan tata uscha dan rumah tanpsa
Dhrekrorat Jdenderal Perkebunan; dan

.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Direlooare
Jenderal Perkebunan.
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Paszal 130
Bekretariat Direktorat Jenderal terdicd atas:
4. Bagian Umum; dan
b, Relompek Jabatan Funpsional,

Pasal 131
Bagian Umum mempunyal tugas melaksanakan urusan tata
usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik
négara Dircletorat Jenderl, serta layanan rekomendasi,

Bagian Keempat
Direktoral Perbenihan Perkebunen

Fazal 132
Dircktorat  Perbenihan  Perkebunan mempunyai  tugas
melaksanalkan penyiapan peramusan dan  pelaksanaan
kebijakan di bidang penitigltatan penyediaan benih tebu dan
tanaman perkebunan lain.

Fa=al 133

Dalam melaksanalan tigas scbapaimana dimaksayd dalam

Paszal 132,  Dhrektorat Perbenihan  Perkebunan

menyelengoaralkan fungsi:

a. penviapan peramusan kebijakan i bidang penilaian
varictas dan pengawasan mutu benih, peningkatan
penyediaan benih tanaman semusity dan rempah,
tanaman tzhunan dan penyegar serta  penpuatan
kelembapaan benih;

b. pelaksansan kebijaken di hidang penilaian varietas dan
pcilgawasan mutl benih, peningkatan penyediaan
benth tanaman semusim  dan rempah, tanaman
tahunan dan penyegar serta penguatan kelembagazan
henih;

T peﬁ}rusunan norma, standar, proseduar, dan knitera di
hidang penilaian varietas dan pengawsasan muty benih,
pningkatan ponvediaan benih tanaman semusim dan
rempah, tanaman  lahunan  dan  penvegar serta
penguatan kelembapgaan benih;
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d. pemberian himbingan teknis dan supetvisi di bidang
penilaian  varietazs dan pengawesan mutu  benih,
peningkatan penyediaan benth tanaman semusim dan
rcmpah, tanaman  tahunan  dan  penyepar  serta
penglatan kelembagaan benih;

e pelalsanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
penilaizn  varietas dan peogawasan  omuta  benih,
peningkatan penyediaan benih tanaman semusim dan
remmpah, tanaman  tabhunan  dan  ponvegar  serta
penguatan kelembagaan benih; dan

f.  pelaksansan urusan tata usaha Direltorat Perbenihan
Perkebunat,

Fasal 134
Direktarat Perbenihan Perkebunan terdin atas:

a. Subbagian Tata Usaha; dan
B, Kelompok.Jabatan Fungsional.

Pazal 125
subbagian Tata Usaha mempunyal tupas melakukan
penylapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran,
evaluasi, dan pelaperan, urusan kepegawaian, keuangan,
rumah tangga, penatalszhasn barang milik negara, surat
menyurat, dan  keargsipan  Direktorat  Perbendbhan
Perkebutian.

Bagian Kelima
Direktorat Tanamat Sernusim dan Rempah

Pasal 136
Direltorat Tanaman Semusim dan Rempsh meompunyai
lupas  melaksanakan  penylapan  perumusan dan
pelaksanaan kebijakan 4i bidang pemngkatan produksi
tanaman tebu, semusim dan retnpah ladn.

Pasa] 127
Dralam melaksanokan fugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 136, Direktorat Tanaman Semusim dan Rempah
menyelenpgarakan fungsi:
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a. penyiapan perurmdsan kebijakan di bidang peningkatan
produksi tanaman tebu dan pemanis Tain, serat dan
atsiri, ladm, pala dan cengkeh serta rempah dan
semusin laing

b.  pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi
tanaman tebu dan pemanis lain, serat dan atsid, lada,
pala dan cenglteh, serta rempah dan semusioe lain:

€. penyusunan norma, standar, proscdur dan kreteria
dibideng peningkatan produks: tanaman tebu dan
pemanis lain, serat dan atsiri, lada, [rala dan cengleh,
serta rempeh dan semusim lain;

d. pengembangan bahan Baku bio energi taparman tebu:
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di hidang
peningkatan produlesi tanaman tebu dan pemoanis lain,
serat dan arsiri, lada, pala dan cengkeh, serts rempah
dan semtsim lain,

I pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
penngkatan prochalesi tanaman tebu dan pemanis lain,
serat dan atziri, lada, pala dan cengleh, serta rempah
dan semusim lain, dan

&  pelaksanaen urusen tata ussha Dircktorat Tanaman
Sermusim dan Eempah.

Pasal 138
Dhircktorat Tanaman Scmusim den Rempah terdiri atas:
#,  Subbagian Tata Usaha; dan
b.  Kelompok Jabatan Fungsionul,

Fasal 139
Subbagmean Tata Usaha meompunyai tgss melakulan
penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran,
evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawalan, Keusanean,
rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, gsurat

menyurat, dan kearsipan Dircktorat Tanaman Semusim dan

Kernpah.
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Bagian Keetiarn

Direktorat Tanaman Tahunan dan Penvegar

Pasal 140
Dircktorat Tanaman Tahunan dan Peryegar ISP el
tugas  melaksanakan  penyiapan  perumisan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produleosi
tanaman fahunan dan penyegar.

Pasal 141

Dalam melaksanakan tugas sehbagaimana dimaksud dalam

Pazal 140, Dircktorat Tanaman Tahunan dan Peryepar

menyelengearakan funpsi;

@.  penylapan perumuszan kebijakan di bidang peningkatan
produksi tanaman karet dan tanaman tahunan lain,
tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa dan palma lain,
Selta tanaman penvegar:

b.  pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi
tanarndn karet dan tanamen tshunan lain, tanaman
kelapa sawit, tanaman kelapa dan palmea lain, scrta
TANAmAN petiyegEar;

C. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteriz i
bideng peningkatan produksi tonaman karet dan
tanaman tahunan lain, tanaman kelaps sawit, tanaman
kelapa dan palma lain, serta tanaman peryegar;

d.  pengembangan bahan baku bio energi kelapa sawit:

. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
peningkatan produksi tanaman karet dan tenarmian
tahuman lain, tanaman kelapa sawit, tanaman kelapa
dan palma lain, serta tanaman penyegar; dan

I pelaksanaan urusan tara vsaha Direktorat Tanaroan
Tahunan dan Pooyegar.

Pazal 142
Direktorat Tanaman Tahunan dan Penvegar terdiri atas:
a. Bubbagian Tata Usaha; dan
b.  Kelompok Jabatan Fungsional.,
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Pasal 143
Subbagian Tata Usaha mempuanysi tugas melakbulan
penyiapan bahan penyusunan rencana, program, angRaran,
cvaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuanpan,
ramah fafgga, penatausahaan barang milik negara, surat
menjyurat, dan Kearsipan Lhrektorat Tanaman Tahunan dan
Penvegar.,

Bagan Ketujuh
Dircktorat Perlindupgan Perkeshunan

Pasal 144
[hrektorat Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas
inelaksanakan  penyiapan peromusan duan pelaksanaan
kebijakan di bidang pengendalian hama penyalkit dan
perlindungan perkebynan.

Pasal 145

Dalam melaksanalan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 144, Direkeorat  Perlindungan  Perkebunan

menyelenggarakan fungsi:

a. pengelolaan data dan informasi organistye penggangesu
tumbuhan:

b. peningkatan kapasitas WKelembagaan pengendalien
organisme pengganggua tumbuhan,

¢, peoyiapan  perumusan  kebijakan di bidang
pengendalian organisme  pengpanggu tumbuhan
ahamat semugim dan rempah, tanaman tahunan dan
penycgar, zerta penangeulangsn  gangsuan usaha,
dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;

d. pelaksanaan  kebijakan di bidang  pengendalian
Orgatnsme pengganggu nmbuhan tanaman scmusim
dan rempsah, tanaman tahunan dan penyegsr, serta
penanggulangan gangglian ussha, dampak perubaban
iklim dan pencegahan Kebakaran;

E. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kotera di
bidang pengendalian organisme penpgangru tumbuhbarg
tanaman semusitn dean rempah, tanaman tahunan dan
penyegar, serta  penanggulangan  gatgpian  Jsahs,
dampak perubahan iklitn dan pencepahan kebaliaran:
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. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengendalian orgemistne  penggangsu tumbuhan
tanaman emusim dan rempah, tanaman tahunan dan
pemyregar,  Serth p:nanggulangan gangmian usaha,
dampak perubahan ildim dan pencegahan kebakaran;

g£.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidane
pengendalian organisme  penpganggu tumbuhan
tanaman semesun dan rempah, tanaman ahunan dam
penvegar, serta penanggulangsn pangguan usaha,
dampak perubahan iklim dan pencegahan kebakaran;

darn

h. pelaksanaan  urisan  tata  wusaha  Direktorat
Perlindungan Perlelnnan,

Hazal 140
Direktorat Perlindungan Perkelinan terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b.  Kelompol Jabhatan Fungsional.

Pasal 147
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana, programnm, anggaran,
cvaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan,
rumah tampga, penataosahasn barang milik negara, surat

menyurat, dan Kearsipan  Direktorat  Perlindungan
Perkcbunan,

Bapan Kedelapan
Dircktorat Pengolahan den Pemasaran Hasil Perkebunan

Paszal 148
Direktorat Pengolahan dan Pecmasaran Hasil Perkehunan
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelakeanaan kebijakan di bidang peninglatan pascapanen,
rengolahan dan pemasaran hasil perkebunan,

Paszal 149
Dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
FPasal 148, Duircktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Ferkebunan menyelengparakan fungsi:
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a. penyiapan perumusan kebijalkan di bidang peningkatan
pascapanen, penpgolahan, standardizasi, pencrapan
gtandar muty, dan pembinaan usahe, serta pemasaran
hasil perlsebunan;

I, pelaksanaan  kebijakan di bidang  peningkatan
pascapenen, pengolahan, standardisasi, pencrapan
standar muny, dan pembinaan usaha, serta pemasaran
hasi] perkebunan:

€.  penyusunan tuwrToa, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang  peningkatan  pascapanen,  pengolahan,
standardisasi, penerapan  standar  muta, dan
pembinaan usaha, serta pemasaran hasil perkebunan;

d.  pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
peningkatan pascapancn, penpolabhan, standardizasi
penerapan standar muny, dan pembinaan usaha, serta
pemasaran hasil perkebuanan,

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
peningkatan pascapanen, pengolaban, standardisasd,
penerapan standar muta, dan pembinaan usaha, scrta
pemasaran hasi] perkebunan:

I koordinasi perumusan dan hanmonisasi standar, scrta
pencrapan siandar muty di bidang perkebunan; dan

£. pelaltsanaan urasan tata usaha Direktorat Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

Pasal 130
Dircktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perlebunan
terdiri atas:
a.  3ubbagian Tata Usaha; dan
b, Eelempolk Jabatan Fungsional.

Pasal 151
Subbagian Tata Ussha mempunvai tugas melalukan
penyiapan bahan penyusunen réncana, progratm, anggaran,
evaluasi, dan pelaporan, urusan Kepegawainn, keuangan,
mmah tangga, penatausahaan barang milik nepara, surat
menyurat, dan  kearsipan Direktorat Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perkebunan,
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BAE VIII
DIREETCGRAT JEMDERAL FETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Faszal 153
(1) Direlkrorat Jenderal Peternakan dan Keschatan Hewan
berada di bawah dan bertangpung jawab Kepada

MMenteri.

(2] Direkrorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewar,
dipitnpin oleh Direktiir Jenderal.

Pasal 153
Direltorat Jenderal Peternaken dan Kesehatan Hewsan
mempunyal  tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelakzanaan kebijakan di bidang peningkatan populasi dan
produlkai ternak serta kesehatan hewan.

Pasal 154
Dalam melaksanakan tagas schapaimana dimaksud dalam

Pasal 153, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan

Hewan menyelenggarakan fungsi:

4. peromusan  kebijakan  di bidang peninghkatan
pényedinan  benih dan bibit ternak, produlsi termalk,
produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan
kesehalan masyarakat veteriner, serta pascapatien,
pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;

b pelaksanean  kebijakan di  bidang  peningkatan
Penjyediaan benih dan Wbt ternak, produksi ternak,
produksi pakan, penyehatan hewan, dan peningkatan
kesehatan masyarakat veteriner, serta pascapanen,

rengolahan dan pemasaran hasil petermakan;
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pooyusunan nofima, standar, prosedur, dan kriteria
di bidang peninglatan penysdiaan benih dan bibit
ternal:, produltsi ternak, produksi pakan, penvehatan
hewan, dan peningkatan  kesehatan masyarakat
veteriner, serta  pascapanen, pengolaban dan
pemasaran hasil peternakan;

pemberiat bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pemngkatan penyediaan benih dan hibit ternak,
produksi ternak, produksi paksan, penychatan hewan,
dan peninglatan Kesehatan masyaralat veteriner, serta
pascapanett, pengolahan  dan  pemasaran  heasil
peternakan,;

nelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
peningkatan penyediaan benih dan bibit ternak,
produksi ternak, produksi pakan, penyehatan hewan,
dan peningkatan keschatan masyarakat veteriner, serta
pascapanen, pengolahan dan  pemasaran hasil
peternialuam;

pelaksanasn  administrasi  Direktorat  Jenderal
Petermaksn dan Kesehatan Hewan: dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagan Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 155

Dircktorat Jenderal Peternakan dan KHeschatan Hewan

terdiri atas:

ol

=

B0

o

Sekretanat Dircktorat Jenderal:

Ihrektorat Perbibitan dan Produks: Ternak;

DHrelrtorat Pakan,

Dhircktorat Kesehatan Hewaty:

Direktorar Kesehatan Masyarakat Yeteriner;, dan
Direktorat  Pengolahant dan  Pemasaran  Hasil
Peternakan.
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Bagian Ketipa
Selretariat Diveltoorat Jenderal

Pazal 156
Sekretariat Dircktorat  Jendersl  mempunyai  tugas
memberikan pelayanan teknis dan administraszi kepadas
=eluruh unit organisasi di lingkungan Direketorat Jenderal
Peterniakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 157

Dalam melaksanakan tigas sebagaimana dimalesnd dalam

Pasal 156, Sekretariat Drirelaorat Jenderal

menyélenggaralian fangsi:

d. koordinasl penyusunan rencans, Program, angparan,
dan  kerjy  sama serta  pelaksansan  hubungsan
masyarakat dan mlormasi publik di bidanpg peternakapn
dan kezehatan hewan;

b, pengelolaan urusan keusngsn dan  penatausahaan
barang milik negara;

©. evaluasi dan penyémpurnasn organisasi, tata laksana,
pengelolean urusan lkepegawaian, serta permyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan;

d.  evaluesi dan pelaporan pelaksanzaan kepiatan, serts
pemberiun layanan rekomendasi di bidang peternalian
dan kesehatan hewan:

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Dircktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatsn Hewan:
dan

. peleksanaan fungsi lain yvang diberikan oleh Direltur
Jenderal Feternakan dan Keschatan Hewan,

Pasal 158
Sckretaria‘t Chrektorat Jenderal rerdin atas:

8. Bapglan Umum; dan
b, EKelompolk Jabatan Fungzional
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Fazal 15%
Eapian Umnum mempunyval tugas melaksanakan urusan tata
usaha, rumah tangga, dan penarausahaan barang milik
ncgara Direktorat .Jenderal. serta layanan rekomendasi,

Bagian Kecmpat
Direlttorat Perbibitan dan Produksi Temak

Pasal 160
Direktoral Perbibitan dan Froduksi Ternek mempunyai
tugas melaksanakan pefumuasan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang peningkatan penyediaan benih dan bibit
ternalkt serta produksl termalc.

Pazal 141

Dalam melaksanakan tugas zebagaimana dimaksud dalam

Pazal 160, Direktorat Perhibitan dan Produksi Termak

menyalenpgarakan fungsi:

4. pocnyiapan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan
sumber daya genetik hewan, standardisasi dan mutu
ternak, ruminansia potong, ruminansia perah, serta
unggas dan aneka ternak;

b,  pelaksanaan kebijalkan di bidang penpelolasn sumber
daya genetik hewsn, standardisasi dan mutn termak,
ruminansia peotong, ruminansiz perah, serta unggas
dan aneka ternak;

€. penyusunan norma, standag, prosedur, dan kriteria di
bidang pengelclaan sumber daya genetik hewan,
stamdardisasm dan mutu ternak, maminansia potong,
ruminansia perah, serta unggas dan aneka termalc

d. pemberian himbingan tekniz dan supetvisi di bidang
pengelolaan sumber dava genelik hewan, standardisasi
dan mufy ternak, ruminansia potong, Tuminansia
perah, seria unggas dan ancka termaks:

€.  pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
pengelelaan sumber daya genetik hewan, standardisasi
dan mutu ternak, ruminensia potong, ruminansia
petah, serta ungeas dan aneka ternak; dan
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. pelaksanaan vurasen tata usaha Direltorat Perbibitan
dan Produksi Termalo

Pasal 162
Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak terdir atas:
4.  Bukbagian Tata Usaha; dan
h., Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 163
Subbagian Tata Usaha tnempunyal tugas melaklukan
penviapan bahan penyusunan rencana program, sanggaran,
evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan,
rumah tangga, penatausabean barang milik negara, surat
menyurat, dan kearsipan Direktorat Ferbibitan dan Produksi
Tetnak.

Baman Kelima
Direlctorat Palman

Fraznl 164
Dircktorat  Pakan mempunyai tugas melaksanakan
penylapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 8 bidang
peningkatan produlsi pakan.

Prasal 1635

Dalam meluksanakan tugas sebagaimana dimaksod dalam

Faaal 164, Direktorar Pakan menyelenggarakan fungsi:

A, penylapan perumuzan kebijakan di bidang peningkatan
produksi bahan pakan, pakan hijavan, dan paken
tlahan, serta mutu, keamanan dan pendaftaran pakan;

b, pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan produksi
bahan palan, pakan hijauan, dan pakan olahan, serta
mutn, keamanan dan pendaftaran pakan;

C. penvuasunan norma, standar, prosedur, dan kritetia di
Yidang peningkatan produksi bahen pakan, pakan
hyauan, dan pakan olahan, serta mutw, keamanan dan
pendaftaran pakan;
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d. pemberian bimbingan telotia dan supervisi di bidang
peningkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan,
dan palkan olahan, serta mute, keamanan den
pendaftaran pakan;

e, pelaksanaat evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang
petingkatan produksi bahan pakan, pakan hijauan,
dan pakan clahan, serta mutu, keamanan  dan
pendaltaran pokan; den

f.  pelaksanoan urasan tata usaha Dircktorat Fakan,

Pasal 166
Dircktorat Pakan terdiri atas:

a. Subbagian Tate Usaha; dan
b. Helompok Jabatan Fungstonal.

Fasal 167
Jubbagian Tata Usaha mempunyal tugas melakukan
penyiapan bablat penyusunan rencans program, angearan,
evaluasi, dan pelaporan, vrusan kepegawaian, keuangan,
rurmah tangga, penatausahaan barang milik nepara, surat
menyurat, dan kearsipan Direktaorat Pakan,

Bagian Keenam

Dircktorat Kcschatan Hewan

Pazal 165
Direktorat  Keschalan  Hewan  mempunyai  tugas
melalzanekan penylapan perumusan dan  pelaltsansan
kebijakan di bidang peninglatan penyehatan hewan secara
individu dan populasi.

Pasel 165
Dalam melaksanalean figas sebagaimana dimaksud dalam
Paszal 168, Dircktorat Kesehatan Hewan menyelenggaralan

fungsi:
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a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Pengamatan
pernvakit hewan, pencepahan dan pemberattasan
penyakit hewan, perlindungan hewan, kelembagasen
dan sumber daya keschatan hewan serta pengawasan
cbat hewan;

b.  pelaksanaan kebijakan di bidang pengamatan penyakit
hewan, pencegahan dan pemberantasan  penyakit
hewan, perlindungan hewan, kelembagaan dan sumber
daya kesehatan hewan sema pengawasan obat hewan;

¢, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria cli
bidang pengamatun penyakit hewan, pencegahban dan
pemberantagsan penyakit hewan, petlindungan hewan,
kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta
pengavwasan abat hewan;

d.  pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pengatnatan  penyakil  hewan, pencegahan  dan
pémberantazan penyakit hewan, perlindumgan hewan,
kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta
penpgawasan obwat hewan:

€. pelaksanasn evaluasi dan pelaporan keglatan 4i bidang
Pengamatan  penyakit  hewan, psancegahan  dan
pemberantasan penyakit hewan, petlindungan hewan,
kelembagaan dan sumber daya kesehatan hewan serta
pengawazan ocbat hewan; dan

I, pelaksansan urusan tata usaha Direkrorat Keschatan

Hewan.

Pasal 173
Drirelitorat Kesehatan Hewan terdit atas;
A, Subbagian Tata Usaha: dan
b.  Kelompok Jabaten Fungsional.

Pasal 171
Subbagian Tata Useha mempunyai tugas melakukan
penylapan bahan penyusunan rencana program, anggatan,
evaluast, dan pelaporan, urusan kepegawaian, kenlangan,
rumsah tanggs, penatausehaan barang milik negara, surat
meryurat, dan leargipan Direktorat Keschatan Hewan,
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Bagian Ketajuh
Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 172
Enrekforal Keschatan Masyarakat Vereriner mempunyai
tugas  melaksanakan  penyiapap perumusan  dan
pelaksanaan kebijakan i bidang peningkatan Lesehatan
masyarakat veteriner,

Paszal 173

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam

Pasal 172, Direktorat Keschatan Masyarakat Veleriner

menyslenggaralian fungsi:

a. penviapan perumusan kebijakan di bidang hipiene,
sanitesi dan penerapan, pengawasan Kearmnanan produk
hewan, sanitary dan perumusan standar, zoonosia,
serta kezejahteraan hewan;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang higiene, sanitasi dan
penicrapan, pongawasan Keamanan produk hewan,
sanitary dan  perumusan standar, zoonosis, sertn
kescijahteraan hewan;

2. penyusunan norma, Standar, prosedur, dan Kriteria di
bidang tigiene, sanitasi dan penerapat, pengawasan
keamanan produk hewan, sanitary, zoomosiz, sorta
kesejahteraan hewan;

d. pemberian bimbingan teknis dan supcrvisi di hidang
hipiene, =sanitasi dan penerapan, pengAWASEN
keamanan produk hewan, sanitary dan perumusan
standar, zoonosis, serta kesejahteraan hewan,

c. pelaksanaan ¢valuasi dan pelaporan Kegialan di bidang
higiene, samitasi dan  penerapan, pengawasan
ktamanan produk hewan, sanitary dan pemmﬁsen
standar, zoonosis, serta kessjahteraan hewan: dan

. pelaksanaan urusen tata usaha Direliworat Kesehatan
Masvarakat Veteriner.
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Pasal 174
Direktorat Kesehetan Masyarakat Veteriner terdiri aras:
a. Bubbagien Tata Usaha; dan
b.  EKelompok Jabstan Fungsional.

Fasal 175
Subbapian Tata Ussgha mempunyai tupas rmelakukan
penyiapan bahan peoyvusunan 1encana program, anggaran,
evaluasi, dan pelaporan, urusan kepegawaian, Kelargan,
rumah tangga, penatauszhaan barang milik neeara, surat
menyurat, dan Rearsipan Direltorat Kesehatan Masyarakat
Vetenner. |

Bapgian Kedelapan
Direktorat Penpalahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Fasal 176
Dircktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pelernakan
mempunyal tugas melakzanakan penyiapan periimisan dan

pelakaanasn kebjjakan di bidang peningkatan pengolahan
dan pemasaran hasil peternalan,

Pasal L7

Dalam melalrsanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 176, Direkiorat Penpolahan dan Pemasaran Hasil

Peternalran tmenyelénggarakan fungsi:

a.  penyiapan perumusan kebijakan di hidang peningkatan
pengolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta
pemasaran hasil peternaksn;

b. pelaksanaan  kebjaksan di  bidang peningkatan
penpgolahan, investasi dan pengembangan usaha, serta
pemasatran hasil peternakan,

C. eNylapan penyuslinan norma, standar, prosedur, dan
kriteria di bidang peningkatan pengolahan, investosi
dan pengembangan usaha, serta pemasaran hasil
petertialan;
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d. pemberian himbingan tcknis dan supervisi di bidang
peningkatan pengolahan, investasi dan petigembangan
Uxaha, serta pemasaran hasil pefernakan;

e, pelaksanaan cvaluasi dan pelaporan kegiatan i bidang
peningkatan pengolahan, investasi dan pengembangan
usaha, scria pemasaran hagil peternakan; dan

f.  pelaksanaan wusan tata usaha Dircktorat Pengolahan
dan Pemasaran Hasil Peternakan,

Pazal 178
Direktorat Pengolahan dan Peomasaran Hasil Peternakanm
terdiri atas:
a.  Subbagian Tata Usaha; dan
.  Kelompok Jabatan Funpsional,

Pazal 179
Euhbagiaﬂ Tata 1Jsaha mempunyali tugaz melakukan
penviapaty bahan penyusunan rencana program, anegarin,
evaluasi, dan pelvapnmn, urusan kepegawaian, keuangan,
rumah tangga, penatausahasn barang milik negara, surat
menyurat, dan  kearsipan  Direktorat  Pengelahan  dan

Pemasaron Hasi]l Peternakan,

BAB IX
INSPEKTORAT JENDERAL

Bagian Kesatn _
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pazal 180
(1] Inspektorat  Jenderal berada di bawah  dan
bertangpungjawat: kepada Menterd.
2] Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspekiur Jenderal.

Pasgal 13]
Inspelttarat  Jenderal mempunyai tuges melaksanakan
Pengewadan intern di lingkungan Kementerian Pertanian.
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Pasal 182

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Fasal 18], Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

.

perumusan kebijakan teknis pengawasan iotern di
lingkungan Eementerian Pertaniam;

pelaksanaan  pengawagan  intern di o lEngkungan
Kementerian Perlanian terhadap kinerja dan keuanpan
melalui audit, reviy, ¢valuasi, pengawalan, permnantanan
dan kegiatan pengawasan lainnya;

pelaksanaan pengawasan unml tujﬁa_n tertentu atas
Femigasan Menter;

renyusunan laporan hasil pengawasan di ingloungan
Ecmenterian Pertanian,;

pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bapian Kedua

Susunan Jrganisasi

Pasal 183

Inspelktorat Jenderal terdiri atas:

a.

b
C.
el

L B o |

Sekretaniat Inspektorat Jenderal;
[nzpektorat [,

Inspektorat II;

Inspelaorat I11;

[nspekiorat IV; dan

[nspeltorat Investigasi.

Ragtan Ketiga
Selretariat Inspektorat Jenderal

Pazal 184

Bekretariat  Inspcktorat  Jenderal mempunyal  tugas

memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada
selurmb unit kerja Lingkup Inspektorat Jenderal.
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Fagza] 185
Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam
Faaal 184, Belkretayrial Inspektorat Jenderal

menyelengrarakan lungsi:

a. koordinasi, penvusunan rencana, program, kepiatan,
anggaran, dan kerja samd pengawasan, serta evaluasi
pelaksanaan program dan  pelaporan pelaksanaan
kegiatan pengawasan;

b. pengelolaan urusan lkeuangan dan  pepatavsahasn
barang milik negara;

€. evaluasi dan penyempurnasn organisasi, tatalaksana,
dan  reformasi birokrasi, penpelolaan  uruzep
kepegawaian, dan ponyusunan rancangsm peraturan
perundang-undangan, serta pelaksanaan hubungan
rmasyarakat dan informasi publik;

d.  keordinasi, pengelolaan data dan pemantanan laporan
hasil penpawasan, dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumab ranggs
Inspekiorat Jenderal.

Pasal 186
Sckretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas;
4. Bapgian Umnm; dan
b.  Kelompok Jabatan Fungsional.

["asal 137
Bagian Urmum mempunyal tugas melsksanakan urisan
keuangan dan tata usaha, scrta penatavsahassn barang
mulik negara dan ruameah tangga.

Bagian Keempat
Inspektoral, |

Pazal 188

Inspektorat I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
ptrlimusan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan
intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviy,
evaluasi, pengawalan, pemantadan  dan kepiatan
pengavasan lainnya pada umt orpanisasi di lingkungan
Selrretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan
Badan Penyuluhan dan Pengembanesn Sumber Dava
Manusia Pertanian.
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Pasal 189

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

FPasal 158, Inspektorat | menyelengparakan hingsi;

4.  pEnyusunan rencana, program, kepiatan dan anggaran
Inspektorat I;

b. penyiapan perumusan kebijjakan teknis pengawasan
intern hingkup Inspeltorat I;

€.  pelaksanaan pengawasan intern lerhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, teviy, evaluasi, penpgawalen,
dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;

d.  penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap
kinerja dan kevangen, serta pengawasan laintya: dan

e, pelaksanaan utugsan tata usaha Inzpektorat I

Pasgal 154
Inspektorat | terdid atas:
. Subbapian Tata Usaha; dan
b.  Eelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 191
Subbagian Tata UUssha mempunyai tugos melaklkan
penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran,
evaluasi, pelapiran, Unisan kepepawaian, keuangan, mamah
tangpa, penatausahaan  barang millk nepara, surat
menyurat, dan kearsipan Inspektorat L

Bagman Kelirna
[nspekiorat 11

Pasal 152

Inspektorat 11 metnpunyai tugas melaksanakan penytapan
perumusan Kebnakan telinis, pelaksanaan penpgawasan
intern ferbadap kinerja dan kenangan melalad andit, rewig,
evaluasi, pengawalan, pemantavan dan Kegiatan
pengawasan lnnya pada unit organisasi 4 lingkungan
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dan
Dhrektorat Jenderal Tenaman Pangan,
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Pazal 193

Lalam melaksanelkan tigas sebagaimaneg dimaksud dalam

Pasal 192, Inspektorat Il menyelenggaraken Mungsi:

4. penyusuinan rencana, program, kegiatan dan engearan
Inspektorat II;

b.  penyiapan perumuszan kebijakan teknis pengawasan
itttern lingkup Inspektoral II;

c.  pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan
keuangan melahii audit, reviu, evaluasi, penpawalan,
dan pemantauan, scrta kegiatan pengawasan lainnva;

d.  penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap
kinegea dan keuangan, serta pengawasan lainnys; dan

e, pelaksanaan urosan tata usaha lnspelaorat L

Pasal 194
Inspektorat II terdin atas:
a.  Subbagian Tata Usaha; dan
b. EKelompok Jabatan Fungsional.

FPasal 195
Subbagian Tata Usaha mempunyal tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana program, anggaran,
cvaluasi, pelaporen, urusan kepegawaian, keuangan, mmal
tangga, pénatausahoan barang millk negara, surat
menyurat, dan kearsipan Inspeltorat 11

Bagian Kecnam
Inspektorat I11

Fasaol 195

Inzpektorat Wl memputiyai tugas melaksanakan penyviapan
perumusan  Helijakan teknis, pelaksanaan penpawasan
intern terhadsap kinerja dan Keuangan melalut audit, reviy,
cvaluasi, pengawalan, pemantauan dan kepgiatan
pengawasan lainnys pada unit organisasi di lingkungan
Direletorat Jenderal Perkebunan, Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan.
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Pasal 197

Dalam melakszanakan togas sebagaimana dimaksud dalarm

Pasal 196, Inspektorat [II menyelengparalian fingsi:

g. PEAyusunan roncana, prograr, Kegiatan dan angpgaran
[nspelktorat 11;

b.  pényiapan perumusan Kebijakan teknis pengawasan
intern lingloup Inspektorat 117,

c.  pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan
keuangan melahli audit, reviu, evaluasi, pengawalan,
dan pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya,

. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terbadap
kinerja dan kellangan, serta pengawasan lainnys, dan

€.  pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat 111

Pasal 195
Inspektorat M terdin atas:

4. Subbagian Tats Usaha; dan
b.  Kelompok Jabatan Funpsional,

Pasal 199
Subbagian Tata Usaba mempanval tugas melakukan
penyiapan bahan penyusunan rencana program, appgaran,
evaluasi, pelaporan, urisan kepegawaian, kevsngan, numah
tangga.  penatausshasn  barang  milik negars,  surat
neenyutat, dan kearsipan Inspektorat 11,

Bagian Ketujuh
Inspektorat [V

Pazal 200

Inspektorat [V mempunyai tugas melaksanakan penyiapan
perumusan  kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan
intern terhadap kinerja dan kenangan melalui audit, reviy,
evaluast, pengawalan, pemantaygann dan  kesatan
pengawasan lainnya pada unit organisasi di lingkungsn
Dirsktorat Jenderal Peternakan dan Keseshatan Hewan,
Inspektorat Jenderal, dan Badan Karanting Pertonian.
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Paszal 201

Dralam melaksanakan tigas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 200, Inspektorat [V menyelengparakan Mungsi:

2. Penyusunan rencana, program, Kewiatan dan angparan
Inspektorat IV

b, penyiapan perwmusan kebijekun teknis pengawasan
intern lingkup Inspektorat TV,

c.  pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan,
dan pemantavan, serta kegiatan pengawasan lainnya;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan intern terhadap
kinerja dan kevangan, serta pengawasan lainnya; dan

¢ pelaksanaan urusan tata usaha Inspektorat [V,

Pasal 202
Inspektorat TV terdin atas:

a.  Subbagian Tata Usaha; dan
b.  Kelompoek Jabatan Funpsional,

Pasal 203
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakulon
Penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggarar,
evaluas], pelaporan, urasan kepegawsaian, keuanpan, rurmah
tangea, ponatausahaan  barang  milik  nepars,  surat
menyurat, dan kearsipan Inspektorat 1V,

Bagian Kedelapan

Inspektorat Investigasi

Pasal 204
Tnspektorat lnvestigasi mempunyai tugas melakssnakan
penyiapan perumusan kebijjakan telmis dan pelaltsanaan

pengawasan uniuk tjvan tertentu, serta upaya pencegahan

kerupsi.
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Pasal 205

Dalam melaksanaken mgas sehagaimana dimaksud dalam

Pasal 204, Inspektorat Investigasi menyclenggarakan fungsi:

2. Ppenyusunan rencana, program, Kepiatan dan angparan
Inspektorat Investigasi;

b.  penyiapan perumusan kebijakan teknis pengawasan
mjuan tertenin dan pencepahan korupsi;

. pelaksanaan  pengawasan  fujdan  terctentu  melalui
andit, reviu, evaluasi, dan pemantavan,  serta
peEngawasan lainmys;

d. pengelolaan pengaduan masyarakat:

c. peclaksanaan upaya pencegahan korupsi;
penyusunan laporan hasid pengawasan tujuan teriently;
dan

£ pelaksansan urusan tata nsaba Inspektorat Investigasi.

Pazal 206
[hspektorat Investipasi terdivi atas:
. Subbagian Tata Usaha; dan

b, Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 207
Sublbagmean Tata Usaha mempunyal tugazs melakukan
peoyiapan bahan penyusunan rencana program, anggarat,
cvaluasi, pelaporan, urusan kepepawaian, kevangan, ramah
tangea, penatausahaan  barang milik nepara,  surat

menyurat, dan Kearsipan Inspekiorat Investipasi.

BAE X
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMDPANGAN PERTAMIAN

Bagan Kesatu
Keduchikan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 203
{1} Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri,
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{2} Badan Penelitian dan  Pengembangan Pertanian
thpimpin cleh Kepala Badan,.

Pasal 209
Badan Penclitian dan Pengembangan Perlanian mempunyai
migas menyelenggarakan penelitian, pengembangan dan
inevast di bidang pertanian.

Pasal 210

Dalamn melaksanalan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Fasal 204, Badan Peneliian dan Pengembangan Pertanian

menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan Kebjjakan teknis, rencana dan program
penelitian, pengembangan dan inovasi Jdi bidang
pertatiian;

b, pelaksansan penelitian, pangembanpgan dan inovasi di
bidang pertanian;

. penyebariuasan hasil penelitian, peéngembanpgan dan
movasi di bidang pertaniar;

d. pemantavan, evalussi dan pelaporan pelaksanasn
penelitian, pengembangan  dan inevasi di bidanp
pertanian,

€. pelaksanaan administrasi Badan Penelition  dan
Pengembangan Pertanian; dan

. pelaksanaan fungsi lain yang diberkan oleh Menteri.

Bapgian Kedueg,
SusuUnan Orgsanisasi

Pasal 211
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian terdir atas:
a.  Selkretariat Badan;
b, Puszat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan;
€. Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortiloultara;
d.  Pusat Penclitian dan Pengembangan Perkebunan; dan
v.  Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternalan.



- H8 -

Bagian Ketiga
Sekretartat Badan

Fagal 212
Seleretariat Badan mempunyai tugas membetikan pelayanan
teknizs dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan Badan Penelitian dan Penpembangan Pertanian,

Fasal 213

Delam melaksanakan tugas sehapaimana dimakgsud dalam

Pasal 212, Sekretariat Badan menyelenggarakan fungst;

a.  koordinasi, penyusunan rencana dan program serta
anggaran ¢ bidang penelitian dan pengembangan
pertaman;

b. pengelolaan nrnisan kepepawaian:

c. pengelolaan urusan kevangan dan penatausahaap
batang milik negara,

d. pemyusunan kerja  aama, Trancangan  peraturan
perundang-undangan, evaluasi dan penvermpurnaan
organizasi, tata laksana, serta pelaksanzsn hubungan
masyarakat dan inforimasi publik; dan

€. pelaksanaan urysan tata usaha Badan Penelitian dan

Fengembangan Pertanian.

Fa=al 214
Sekretaript Badan terdiri atas:
a. Bagian Umum; dan

b, Kelompok Jabatan Fungsional,

Pasal 215
Bagian Umum mempunyai tugas melakukan pelaksanaan
urisan keuangan, penatausahaan barang milik negara, tata

usaha, dan rumeh tangga.
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Bapgian Keemipat

Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan

Paszal 216
Puzat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan
mcmpunyai tugas melaksanakan penyusunen Kebijakan
teknis, rencana dan program penelitian, pengembangan dan
movasi di bidang tanaman pangen, serta pemantavan,
evaluasi dan pelaporan pelalesanaan kegiatan.

Pazal 217

Dalam melaksanalkan tugas sebapaimana dimaksud dalam

Pasal 216, Pusat Penelitian dan Fengembanpan Tanaman

Pangan menyclenggarakan fonesi:

& penyusunarn Kebpakan teknis, rencans dan program
seTta prmantauan dan evaluasi di bidang penelitizn dan
Pengembangan LAnaman panga

b.  pelaksanaan kerjp sama dan pendayapunaan hasil di
bidang penelitian dan pengembangan tanaman pangan,

¢. pelaksanaan penefitian, pengembangan dan inovasi di
bdang tanaman pangan; dan

d. pengelolaan unisan tata usaha Pusat Penclidan dan

Penpernbangan Tanaman Pangan.

Pasal 218
Puzat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan terdir
ataw:
&, Bapgian Tata Usaha; dan
b. Eeslompok.Jabatan Fungsiona),

Faral 2149
Bagian Tata Ussha mempunyai tugas melaksanakan wrusan
kepegawaian, ramah tangps dan ketatausahaan  serla
keuzngatt dan penatausahasn barang milik negara,
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Bagian Kelirna
Puaat Penslitian dan Pengembangan Hortikulture

Pasal 220
Fusgat Penelitian dan Pengembangan Hortikulurs mempunya
tugas melaksanakan penyusunun kebijakan teknis, rencana
dan program pencliian, pengermbangan dan inovasi di
bidang hortikultura, serta pemmantzuan, eveluazi dan
pclaporan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 221

Dalam melalsanekan tugas sebagaimana dimaksud datam

Paszl 220, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hortiloeltura

menyelenppatralkian fungsi:

a. penyusunan kebijakan telnis, rencana dan program
serta pemantavan dan evaluasi di bidang penelitian dan
pengembangan hertikulrara;

L. pelaksanaan Kerja sama dan pendayagunaan hasil di
bidang penelitian dan penpembangan hortikultura;

c.  pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di
bidanp hortikultura: dan

d. pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan

Pengembangan Hortilulbara,

FPasal 222

Pusat Penelitian  dan Pengembangan Hertikultura repdis
HiRs]

a. Bagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok-Jabatan Fungsional,

Fasal 223
Bapmian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanalan urusan
kepepawaian, romab tangga dan ketatousahasn  scrta

keuangan dan penatausahaan barang milik negara.
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Bagian Keenam
Pusat Peneliian dan Pengembangan Perkebunan

Pasal 234
Pusat Pencliban dan Pengembangan Perkebunan mempunyai
tugas melalsanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana
dan program  penelitian, pengembangan dan inovasi di
bidang perkehunan, serta pemantavan, evaluasi dam

pelaparan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 225

Dalain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Fasal 224, Pusat Penelitian dan Pengembangan Perlkebunan

menyclenggarakan fingsi:

8.  penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program
serta pemantanat dan evaluasi di bidang penelition dan
pengembangan perkebunan:

L. peclaksanaan kerja sama dan pendavagunaan hasil di
bidang penelitian dan pengembangan perkebunan;

c.  pelaksanaan penclitian, pengembatgan dan inovasi di
bidang perkebunan; dan

d.  pengelolaan urusan tata usahe Pusal Penclitian dan

Pengembangan Perkebyinan.

Fa=a) 226
Pusat Fenglitian dan Fengembangan Perkebunan terdiri atas:
a. Bapman Tata Usaha; dan
b.  Kelompok Jabatan Funpsional.

Pazal 227
EBagian Tata Usaha mempunyai tupas melaksanakan urusan
kepegawaian, rumah tangpa dan ketatavsahaan  serta

kevangan dan penatavsahaan barang milik negara.
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Bagiaty Ketjuh
Pusat Peneliban dan Pengembangan Peternakan

Pazal 228
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan kebjakan teknis, rencana
dan program penelitian, pengémbangan dan imovasi di
bidang peternakan dan  kesehatan  hewan,  serta

prmantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanasn kepiatan.

Pazal 229

Dalam melaksanaken tugas scbagaimana dimalksud dalam

Fas=al 228, Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

menyelenggarakan Mngsi:

a. penyusunan kebijalkan tebnis, rencana dan program
scrta pemantadan dan cvaluasi di bidang penelitian dan
pengembangan peternakat dan keschatan hevwan:

b, pelaksanaan ketja zama dan pendavapunaan hasil di
bidang penclitian dan pengembangan peternakan dan
keachatan hewan;

c. pelaksanaan penclitian, pengembangan dan inovesi di
bidang peternakan dan keschatan hewan; dan

d. pengelolaan urusan tata usaha Pusat Penelitian dan

Fengembarngan Peternakan.

Paszal 230
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternaltan terdin atas:
a. Bapiap Tata Usaha; dan

I Kelompol Jabatan Fungsional

Pazal 231
Bagian Tata Usaha mempunyeal tugas melaksanakan urisan
kepegawaian, rumah tangga dan ketatausahaan serta

kevangan dan penatavsaghaan barang milik negara. |
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BAB XI
BADAN FENYULUHAN DAN PENCEMBANGAN
FUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

Bagian Kesatu
Ecdudukan, Tugas, dan Fungsi

Pazal 232
(1] Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian berada di hawah dan bertanggung
jawab kepada Meniern.
2] Badan Penyuluhan dan Penpembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 233
Badan Fenyuluhan dan Pengembangan Sumbér Dava
Marnusia Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan
penyuluhan dan péngembangan sumber dava manusia
pertanian.

Paua] 234

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Faszal 233, Badan Penyuluhan daty Pengembangan Sumber

Paya Manusia Pertanian menyelenggaralan Mungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program di
bideng penyuluhan dan pengembangsn sumber daya
manusia perinisn,

b, peldksanaan pengkajian dsn pengembangan sumber
daya manusia pertanian; |

c.  pelaksanaan penyuluhan pertanian;

d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
idang penyelengparaan penyuluhan, pendidikan, dan
pelatihan pertanian;

¢. pelaksanaan bimbingan cekinis dan superviai atas
pelaksanaan  wrusan di bidang  penyelenpgaraan
penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan pertamian;

. pemantauven, evaluasi dan pelaporan penyelengaraan
pemyuluhan pendidikan, dan pelatihan sumber daya
manusia pertaniaty,

E.  pelaksanaan administrasi Badan Peoyuluhan dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; dan

b, pelaksanasn fungsi lain yang diberikan olel Menten.
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Bapgian Kedua
Suszunen Orpanisasi

Pasal 235

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perlanian terdin atas:

d.

b
.
d

Sekretariat Badan;

Pusat Penydluhan Pertanian;
Pusat Pendidilian Pertanian; dan
Pusat Pelatihan Pertanian.

Bagian Ketiga
Sekretariat Badan

Pasal 236

Sckretariat Badan mempunyal tugas memberikan pelayanan
teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di
linglungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Draya Mamasia Pertanian.

Paszal 237

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimalksud dalam
Pasal 236, Sekretarial Badan menyelenggarakan fungsi:

a.

koordinasi, penyusunan rencans, program,  dan
angeparan, serta kerjasama di Bidang penyuluhan dan
pengembangan sumber daya manitsia pertanian;
pclaksanaan urusan kevangan dan penatausahasn
barang milik negara;

PeMyUSUNEN  FANCANEATL  persturan | perundang-
undangan, evaluas dan penyempurnasn orgatisasi,
tata lalsana, serta pelalizanaan urusan kepegawaian;
evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan hubungan
masyarakat dan informasi publik; dan

pelaksanaan urusan tata ussha dan tumal tanpga
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian.

Pasal 238

Sekretanat Badan terdiri atas:

a.
b

Bagran Umum; dan
Kelompok Jabatan Fungsiwonal.



Paszal 239
Bagian Umum mempuinyai tuges melaksanakan urusan tata
usaha, rumah tangga, den penatzusahaan barang milik

negara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Pertanian.

Bagian Keemjrat
Pusat Penyuluhan Pertanian

Pasal 240
Fusat  Fenyuluhan  Pertanian  mempunyal tugas
melaksanakan  peoyusunan  kebijakan  teknis,  =serta
penyelengparaan pemyaluban pertanian.

Pazal 241

Dalam meleksanakan tugas sebapaimana dimaksud dalam

Pasal 240, Pusat Penyuluhan Pertanian menyelenggarakan

Tumgsi:

A, penyusunan kebijelian telmis, rencana dan programn,
setta pemantavan,  evaluast dan pelapeoran
penvelengzaraan perydluhan pertanian;

b.  penyusunan norma, stendar, prosedur, dan kriteria di
bdang penyulubhan pertanian;

¢. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
penyuluhan pertanian; |

d. pelaksanzan penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
dan

c. pelaksanaan  pongembangan kelembagesn dan
ketenagaan pemyuluhan pertanian.

Pasal 242
Fusat Penyuluhan Pertanian terdiri ates Kelompok Jabatan
Fungsional.

Bagian Kelitna
Pusat Pendidiltan Pertanian

Pasal 243
Puzat  Pendidikan  Pertanian  mempunyad tugas
melakzanakan  penyusunan  kehijaltan  teknis,  serta
penyelenpgaraan pendidikan pertanian.
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Pasal 244

Dalam melaksanakan tugas sebapaimana dimeksud dalam

Fazal 243, Pusat Pendidikan Pettanian menyelenggaralian

fungsi:

a,  penyusunan kebijakan tekmis, rencana, program, dan
kerja sama serta pemantanan, evaluasi dam pelaporan
penyvelenpgaraan pendidilkan pertanian;

b, pelakeanaan pengkajian sumber daya manusia
Pertanian,

€.  penyuiunan nomma, =andar, proasedur, dan Kriteria di
bidang pendidikan pertanian;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pendidikan pertanian,

e.  pelaksanaan penyelenggarsan pendidikan pertaniang
dan

{. pelaksansan  pengembangan kelembagaan  dan
kerenagaan pendidikan pertanian.

Pazal 245
Pusat Pendidikan Pertanian terdir atas Kelompole Jabatan
Fungzional.

Baman Keenarm
Pusat Pelatihan Pertanian

Pazal 246
Pusat Pelatthan Pertanian tmempunyal tugas melaksanakan
penyusunan  kebijakan  teknis, =erta penyelengparaan
pelatihan pertanian,

Pasal 247

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam,

Pasal 246, Pusat Pelatihan Pertanian menyelengearakan

lungsi:

a.  penyusunan kebijakan telnis, rencana, program, dan
kerja sama, serta pemantanat, evaluasi dan pelaporan
penyelenggaraan pelatihan pertanian;

Ix.  penyusunan torma, standar, prosedur, kritera di
bidang pelatihan pertanian;
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.  pemberan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
pelatihan pertanian;

d. pelaksanaan penvelenggaraan pelatihan pertanian;

c.  peclaksanaan  penpembangan kelembagasn dan
kekenagaan pendidikan pertanian; dan

f.  penyusunan dan penpembangan stapdardisasi dan

scriifikasi profesi pertanian,

Pasal 248
Pusat Pelatihan Pertanian terditi atas Kelompok Jabatan
Fungsional.

BAB XII
BADAN KETAHANAN FPANGAN

Bapian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pagal 249
{1} Badan Ketahanan Pangan berada di bawah  dan
bertanggung jawab kepada Menteri.
(2} Badan Ketahanett Pangan dipimpin oleh Kepala Badan.

Pasal 230
Badan Ectahanan FPangan mempunyai tupas

mecnyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanzan
kebjjakan di  bidang pemngkatan  diversibkasi  den
pemantapan ketahanan pangan.

Pasal 251
Dalam melaksanakan tigas sebapaimana dimaksud dalam
FPasal 250, Badan Kelahsnan Pangan menyelenpgarokan

funpsi:
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koordinasi, pengkajian, penyusunan  kebijakan,
pemantaven dan pemantapan di bidang ketersediaan
pangan, penurinan kerawanan pangan, pemantapan
distribusi pangan dan alrges pangan,
penganckaragaman konsumsi pangan, dan
peningkatan keamanan pangan segar;

penyusunan twrina, standar, prosedur, dan kriteria di
bideng ketersediagn pangan, penurunan kerawanan
pangan, pemantapan distribusi pangpan dan akses
pangan, penganekaragaman konsumsi papgan, dan
peningkatan keamanan panyan segar;

pelaktsanaan imbingan teknis dan supervisi di bidang
ketersedipan pangan, penurunan Kerawanan pangarn,
pemantapan «distiibusi pangan dan akses pangan,
penpanckaragaman konsumsi Patigan, dan
peningkatan keamanan pangsan segar;

pelaksanaan  evaluast dan  pelaporan  di bidang
Lketersediaan pangan, pendrunan kerawaner pangar,
pemantapan distmbusi pangan dan akses pangan,
penpatekaragaman konaumsi pangan, dlan
reningkatan keamanan pangan separ;

pelaksanasn administrasi Badan Ketahanan Pangan;

dan

pelaksanaan fungsi Tain vang diberikan oleh Menter.

Bagian Kedua

Susunan Orpanisasi

Fasnl 252

Badan Ketahanan Pangan terdiri stas:

8.
.

L.

Sekretariat Badan;
Pusat Ketersedisan dan Kerawanan Pangan;
Pusat Distribusi dan Akses Pangan; dan

Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan
Fanpgan.
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Bagian Ketiga
Selcretariat Badan

Pasal 252
Sekretariat Badan mempunyai tugas memberikan pelayanan
telinia dan administrasi kepada seluruh unit srganisasi di
lingkungan Badsan Ketahanan Pangan.

Fagal 254

Dalam melaksatiakan tugas schagaimana dimaksud dalam

Fazal 253, Selretariar Badan menyelenggarakan funpsi:

a. koordinasi, penyusunan rencana dan  program,
angparan, serta kerja =ams di bidang ketahanan
DATEAr,

b. pengelolaan uruzan kevangan dan penatausahaan
barang milik negara;

c.  evaluesi dan penyempurnaan organisast, tata laksana,
retgelolaan urisan kepegawaian, dan penyusunsan
raficangan peraturan  perundang-undangan,  serta
pelaksanaan hubungan masyarakat dan  mlernmasi
ubililc;

d. evaluasi dan pelaporan Kegiatan di bidang ketahanan
pangan; «dan

e.  peleksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
Badan Ketahanan Pangan.

Pasal 235
Selretarjat Badan terdini atas:

4. Bagian Umum:; dan

b Eelompok Jabatan Fongsional.

Pasal 256
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata
usaha, rumah tappga, dan penatausshasn borang milik
negara Badan Ketahanan Fangan,
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Bayian Kecmpat
Pusat Ketersediaoan dan Kerawanan Pangan

Paga] 257
Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai
tigas melaksanskan koordinasi, pengkejian, penylapan
perumusan dan pelaksanaan  kebijakan  di bidang
peningkatan  Ketersediaan dan  penurunsan  kerawanan

pangan.

Pasal 258

Dalarm melaksanakan tugas sebapaimana cdimaksud dalam

FPazal 257, Pusat Kstersedisan dan Kerawanan Pangan

menyelengearakan funpgsi:

a. penyiapan  koordinasi  di bidang  peninghtatan
ketersedlinan pangan dan cadangan pangan  serta
peturdnan koerawanan pangan;

L. pengkajian di bidang peningkatan ketersedizan pangan
dan cadangan pangan serta penurundan kerawanan
pangan,

€. penyiapan perumusan kebijakan di bidang peningleatan
ketersediaan pangan dan cadanpan pangan scrta
renuninan kerawansan pangan;

d.  pelaksanpan Kebijakan di bideng  peningkatan
ketersediaan  pangan dan cadangan pangan  serta
peourunan Kerawanan pangan,

¢, pelaksanasn pemantapan di bidang  peninghatan
ketersediaan  pangan dan cadangan pangan  serta
prourunan kerawanan pangan;

- peoyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
kidang peninghkatan ketersedisan pangan dan cadangan
Pallgan sérta penurunarn KeraWanan pangan,

B pemberion bimbingan teknis dan supervisi di bidang
peningkatan  ketersediaan  pangan dan  cadangan
Pangan serta penurunan kerawanan pangan; dan
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h. pecleksanaan pemantavan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di bidang peninpgkatan ketersediaan pangan
dan cadanpan pangan serta penuninan kKerawanan

pangat.

Bazal 259
Pusat Ketersediaan dan Herawanan Pangen terdicl atas
Eelompok Jabatan Pungsional,

Bapgian Kelima
Pusat Distribusi dan Alises Pangan

Paszal 260
Puzat Distribusi dan Akses Pangan mempunvai tugas
melaksanaloan kaoordinas, penpgkajian, penyiapan
perurmnusan dan pelaksanaan Kebjjakan di bidang distritwsi

dan akses patgan.

Pasal 261

Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimeksud dalam

Pagal 200, Pusat Distribusi dan Akses Pangan

menyelenggarakan fungsi

a. Koordinasi di bidang distrilusi pangan, harga pangan
dan altsss pangan;

b, pengkajian di bidang distribusi pangan, hargs pangan
dan akscs pangan;

c. penviapan perumusan kebijakan di bidang distribusi
pangan, harga pangan dan aKees pangan,

d.  pelaksansan kebijakan di bidang distnibtisi panpgan,
harpa pangan dan akscs panpan;

¢, peclaksanaan pemantapan di bidang distribusi panpan,
hatpa pangan dan akses pangan;

. pemyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang distribusi pangan, harga panpan dan akses
PANLAn,
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g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di hidang
chistriblsi panpan, harga pangan daen gkses pangan;
dan

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kegiatan di Ydang distribusi pangan, harga pangan dan
alises pangan.

Pasal 262

Pusat Distribusi dan Alkses Pangan terdin atas Helompok
Jabatan Fungeional.

Baglan Keenam
Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan

Keamanati Panpgan

Pasal 263
Pusar Penganckaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan
mempunyal tugas mclaksanaken koordinasi, pengkajian,
penylapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang

penganekaragaman kensumsi dan keamanan pangann.

Pasal 264

Dalam melaksanakan tugas sehagaimana dimaksud dalam

Pasal 263, Puosat Penganekarsgaman Konsumsi  dan

Keamanan Pangan menyelengparakan fungsi:

a. koordinasi da bidang konsumsai Pargan,
penpanekaragaman pangan, dan keamanan pangan
sefar

b, penpkajian di bidang omsumsi pangan,
penpanskaragamean pengan, dan keamanan pangan
SEPAT,

c. penyiapan perumusan kebijakan di bidang konsuwmsi
pangan, penganckaragaman pangan, dan keamanan
PEATIEATY SEEAT,

d.  pelaksanaan kebjakan di bidang konsumsi pangatl,
penganekarapaman pangan, dan kKeamanan pangan
SCgar;
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e. pelaksanaan pemantapan di bidang konswumsi pangan,
penganekaragamen pangan, dan keamanan pangean
Segat:

[ penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di
bidang kansumsi pangan, penganekaragaman pangan,
dan kearnanan pangan seear;

g  pembenan bimbingan telinis dan supervisi di bidang
konsumsi pangan, pénganekaragaman pangan, dan
kcamanan pangan segar; dan

h.  pelaksanaan pomantanan, evaluasi den pelaporan di
bidang konsumsi pangan, peoganekaragaman pangan,

dan Keamanan pangan segar.

Pagal 265
Pusat Penganckaragaman Konsumasi dan Keamanan Pangan

terdin atas Kelompok Jabatan Fungsional.

EAB X1l
BADAN KARANTINA PERTANIAN

Bapgian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 266
(1} Badan Karantina Pertantan berada di bawah dan
bertangeung jawalr kepada Menteri.
(2] Badan Karantina Pertanisn dipimpin oleh Kepala

Badan,

Pasal 267
Badan Karantina Pertanian MEIMPUILYAL tupas
menyelenggarakan perkarantinaan Pertanian tun

pengawasaty Keamanan hayati.
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Paszal 268

Dalam melaksanskan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Paszal 267, Badan Kerantina Pertanian meoyelenggaralgan

fangsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program
perkarantimaan hewan den tumbuhan, =erta
pengawasan keamanan havati;

b. pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan,
serts pengawasan keamanan hayati;

c. peningkatan  sigtern  perkarantinaan  hewan  dan
tumbuban serta pengawasan keamanan hayati;

d. pemantavan, evaluasi dan pelaporan pelaksanasn
perkarantinaan hewan Jdan tumbuhan,  serts
Pengawasaty keamanan hayati;

e. pelaksanasn administrasi Baclan Karantina Pertanian:

dan

f.  pelaksansan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bagian Kedua

Susunan QOrganisasi

Pasal 265
Badan Karantina Pertanian terdiri atas;
A, Sekretariat Badan:
.  Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani:
c.  Pusat Karantina Tumtathsn dan HKeamanan Hayati
WNatati: dan

d. Pusat Keparwhan, Kerja Sama, dan  Informas
Perkarantinaan.

Bagian Ketiga
Stkretaniat Baden Karantina Pertanian

Fasal 270
=echoretariat Badan Karantina Pertanian mempunyal tugas
memnberikan pelavanan teknis dan administrasi kepada

zeluruh unmit organisasi di lingkungan Badan Earantina
Pertanian.
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Fa=zal 271

I'alam melaksanakan fgas sehagaimana dimaksud dalam

Fasal 270, Bekretariat DBadan Kerantina Pertanian

menyclengearakan fungsi:

a. koordinasi, penyusunan rencana dan program,
anggaran, serta evaluasi dan pelaporan di bidang
perkarantinaan  hewan dan  tumbuban,  sers
pengawasan keamanan hayati;

k. pengelolaan urusan kevangan dan  penatausahaan
barang milik negara;

. evaluasi dan penyempurnaan organisasi, tata laksana,
setta pengelolaan uruszan kepegawaian;

d.  penjusunan rancangan | peraturat;  perndang-
undangan, pelaksanaan hubunpgan masyarakat dan
mifertnasl publik; dan

e. pelaksanasn urvsan tata usaha dan rumah tangea
Badaty Karantina Pertanian.

Pazal 273
Sckretariat Badan verdiri atas:
a. Bagian Unnim; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 273
Bagian Umum metmpunyai tugas melaksanakan urusan tats
usaha, rumah tangga, dan penatausahaan barang milik

negara Badat Kamntina Pertanian.

Bagian Keempaf

Puzat Karantina Hewan dan Keammenan Hayat Hewani

FPasal 274
Pusat Karantina Hewan den Keamanan Hayati Hewani
mempunya tugas melaksanakan penyusunan kebijakan
teknis perkarantinaan hewan dan pengawasan lkeamanan

bavats hewan,
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Pasal 275

Dalamn melalzanakan 1pss sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 274, Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati

Hewanl menyelenggarakaty fungsi:

a. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
tektnis, dan pemantavan scrta cvaluasi di bidaong
perkarantinaan hewan hidop;

b, penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
tekmis, dan pemantavan serta evaluasi di bidang
perkarantinaan produk hewan; dan

. penyusunan kebijakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, dan pemantauan setta evaluasi di bidang
Pengawasan invasize alien speces, agensia hayati,
produk rekayasa genetika, benda lain dan medie

rembawa lam impor, elspor serta antar area.

Pasal 276
Puzat Karantina Hewan dan Keatnanan Havati Hewani
terdiri atas Kelompok Jabatan Futgsional,

Bapian Kelims

Pusat karanrina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati

Pasal 277
Pusat Karanting Tumbuhan dan Kearmanan Havati Nabati
mempunyal  tuges  melaksanakan  peryusunan dan
pelaksanasn kcobijakan teknis perkaranbnaan tmbuhsn

dan penpawazan keamanan hayati nabati.

Pasal 278
Dralatn melaksanakan tugas sebagaimana dimabksod dalam
Pasal 2%¥7, Pusat Karantina Tumbuhan dan Kezmanan
Hayati Nabati menyelengearakan fungs:
da. penyusunan kebijakan teknis, pembenian bimbingan
teknis, dan pemantauan, serla evaluasi di bidang
perkarantinazn tumbuhan benih;
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b.  penyusunan kehjjakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, pemantouan, dan  evaluasi di bidang
perkarantinaan tumbuhan o benih serka
penyelengparaan sistem andit dan penilaian;

. penyusunan kebijakan telonis, pembérian bimbingan
tekme, dan pemantavan, serta evaluasi di bidang
PENEAWRSAN pPangan seégar Asal tumbuhan, ineasive
atlten species, agensia hayati, proadult rekayasa penetika,
benda lain dan media pembawa lain impor, ekspor serta
antar area; dan

d. pelaksanaan urusan tata usaba Pusat Harantina
Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati,

Pasal 279
Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayald Nabati
terdiri ataz Kelompok Jabatan Fungsional,

Bagian Keetiatn
Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, dan Informasi

Perkaranliniaan

Pasal 280
Pusat  Kepatuhan, Kerfa Sama, dan  Informasi
Perkarantinasan IMEempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebijakan telnis di bidung pengawasan dan

penindakan, dan pelaksanaan kerja sama, serta pengelolaan
informas perkarantinaan.

Fasal 281

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimalksaud dalam

Fagal 280, Pusat Kepatuhan, Kerja Sama, den Informasi

Perkarantinaan menyelenpgarakan fungsi:

#€.  penyusunan kebjakan teknis, pemberian bimbingan
teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang peogawaszan
dan penindalan petkarantinaan;

b.  pelaksanaan kega sama perkarantinaar; dan

e.  petgelolaan informasi perkarantisnaan.
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Paszal 282

Prigat Kepatuhan, Kerja Bama dan [nformasi Perkarantinaan

terdiri atas Kelompok Jabatan Funpsional.

(1)

(2

BAR XIV
STAF AHLI

Pasal 283
Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri.

Statf ARl secara admimistratif dikocrdinasilean oleh
Sekretans Jenderal.

Pasal 254

Stal Al terdid atas:

(1)

i2)

Staf Ahli Bidang Pengembanpen Bio Industn;

Stal Ahli  Bidang Perdagangan dan Hubungan
[ntcmasional;

Stal Ahll Bidang Investasi Pertanian;

Stal Ahli Bidang Lingkungan Fertanian; dan

Stal Ahli Bidang Infrastrukiur Pertanian,

Fazal 285

Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio  Industnd
mempunyat twgas memberikan rekomendasi terhadap
isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang
pengembangan bie {ndustt,

sal  Ahli  Bidang Perdagangan dan  Hubungan
Internasional  mempunyai  tugas memberikan
rekomendasi terhadap isu-wu strategis kepada Monteri
terkait dengsn bidang perdagangan dan hubungan

internasional.
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Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas
memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis
kepada  Menteri terkait dengan  bidzmp  investasi
pertanian.

Stal Ahli Badang Lingkungan Pertanion sempunyad
tugas memberikan rehomendasi terhadap  isu-isu
stratcgiz=  kepada Meotenn terkair dengan  bidang
lingkungan pertartian.

Stal Ahli Bidang [nirastruktur Pertanian mempunyai
tugas memberikan  rekomendazi  terhadap  isuw-isu
atrategis kepada Menteri terkait dengan  hidang

wnlrastrubohur pertanian.

BAE XV

FUSAT DATA DAN SISTEM INFORMASI PERTANIAN

Pasal 286
Pusat Data dan Bistem Informasi Pertanian adalah
unzur pendukung Kementerian Pertanian vang berada
di bhawah dan bertangeung jawab kepada Menters
melalui Sekretaris Jendacal.
Fusat Data dan Sistem Informasi Pertanian dipimpin

oleh Kepala Pusat.

Faaal 287

Fuosat [data dan Sistern Informasi Pertanian mempunyai

tugas melaksanakan pembinaan, pengolaban, analisis, dan

pengembangan sistem informasi pertanian, serta pelavanan

dan publikasi data dan informast pertatian,

Pasal 288

Dalarn melaksanakan tugas sebagaimanga dimaksud dalam

Pazal 287, Pusat Data dan Sistemn Informasi Pertanian

menyelenpgarakan fungai:
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a. penyusIUnAan IEncana, progranl, anggarat,
pelakksanaan  pélayanan dan  publikasi deta dan
informasi pertanian;

¢,  pengumpulan,  pengolahan  dan analisis, =erts
penyediaan data dan informasi komoditas pertanian,

d.  penpumpulin, pengolahan den  analizis, =serta
penyediaan  data dan  informasi nonkomoditas
pertanian;

£, pengelolaan dan pelaksanaan pengembanpgan sistem
informasi Kementerian Pertanian, dan

. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumsh tangea

Pusat Data dan Sistern Tndormasi Pertanian.

Pazal 289

Pusat Duta dan Sisterm Infornasg) Pertanian terdiri atas:
a. Bapian Umuam: dan

b.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Pazal 290
Bagian  Umum  mempunyal  tugas melaksanakan
pEOyLUSUNan  rencana, [ogram, anggatran, pemberian
layanan dan publikasi data dan informasi pertanian, serta
urisan  tata usaha dan ramah tangga Pusat Data  dan

Bistern Informasi Pertanian.,

BAB XVI
PUSAT PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN DAN
PERIZINAN PERTANIAN

Pasal 291
(1) Pusat Peclindungan Varietas Tanaman dan Perizinan
Fertamian adalah unsur  pepdubkung Kementerian
Pertemian yang berada dibmwah dan bertanggung jawab

kepada Menteri Pertanian melalui Sekretaris Jenderal,
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(2) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

Pertanian dipimpin oleh Kepala Pusat.

Fazal 292
Pusat Perlindunmgan Varietas Tanaman dan  Perizinan
Fertanian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
perlindungan dan peodaftaran varietas tanaman, serts

relayansm perizinan dan rekomendasi telonis pertanian.

Pasal 293
Dialam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksnd dalam
Fasal 292, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan

Ferizinan Pertanian menyelengppgarakan fungsi:

Penyusunan prograni, rencana kegiatan dan angearan:
pelakizanasn kerja sama dan publikast;

¢, pemberian pelavanan hukut perindungan varietas
tanaman dan pernizinan pertanian;

o, pelaksanasn  pemcrksaan  perdindungan varietas
tanamarn;

€.  pemberian pelayunan perlindungan vapietas tanaman:

f. pemantauvan dan evaluasi hak dan kewsajiban pCImegang
Hak Perlindungan Varielas Tanaman;

g£. pemberian pelayanan pendaltaran vadetas tanaman
lokal dan varistas hasil permilizan serta pelayanan
pendaftaran peredaran varietas tanaman:

h. penerimaan, analisis persvatatan, fasilitasi proses
teknis penolakan atau pemberian izin dan rekomendasi
tcknis dan pendaftaran di bidang pertanian; dan

l.  pelaksanaan urusan tata ussha dan ruemah tanggEa
Pusat Perlindungan Varictas Tanaman dan Perizinan

Pertamian.,

Pasal 294

Fusat Perlindungan WVaretas Tanaman dan  Perizinan

Pertanian verdind atas;
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a. Bagan Umum,; dan

b.  Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 295
Bagian Umum  mempunyai tugas melaksanaskan
PeOyuUSUnan progran, rencana kegiatan, anggaran, evaluasi
dan pelaporan, kerja sama dan publikasi, pelayanan hulum
perlindungan varietas tanaman dan perzinan, serta urusan
tata usaha, rumah tangea, dan penatausahaan barang milik
negara Pusat Perlindungan Varistas Tanaman dar Perizinan

Pertaman,

BAE XVII
PUSAT FERFPUSTAKAAN DAN FENYEBARAN
TEKNOQLOGI PEETANIAN

Fasal 24
(1) Puszat Perpustakaan dan  Penycharan Teknologi
Pertanian adalah unsur pendulung Kementerian
Pertantan yang berada di bawah dan bertanpgung jawab
kepada Menteri rmelal] Schiretaris Jenderal.
(2} Pusat Perpustakaan dan  Penyebaran Teknologi
Pertamian dipimpin ¢leh Kepala Pusat.

Fasal 257
Puszat Perpustaltaan dan Penvebaran Teknologi Pertanian
mempunyal tpas melaksanakan pengelolaan perplistakaan
dan penyebaran informasi dmu pengetahvan dan teknoologi

pertanian.

Pasal 2958
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 297, Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Tekoolog

Fertanian menyelenggarakan fungsu:
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a.  petdmisan program, anggaran dan evaluasi
perpustakaan  dan penyebaran informasi  dmo
pengetabuan dan teknologi pertanian;

b.  pengelolaan sumberdaya dan pelayvanan perpustakaan;

¢.  pémbinaan sumbcrdaya perpustakean di lingkungan
Kementerian Pertanian

d. pembinaan dan pengelolaan publikasi hasil penelitian
pertanian;

e.  penyebaran informasi ilmu pengetahuan dan telknolog
pertaniat melalui tatakelola teknologi informasi dan
promosi;

f.  pengelolaan sarana imstrumentasi teknologi inlormasi
dan bahan pustaka; dan

g pelaksanaan wrisan tata usaha dan rumah tangea

Pusat Perpustakaan dan  FPenyebaran Teknologi
Pertanian.

Pagsal 299
Puzat Perpustakaan dan Penyvebaran Teknelogi Pertanian
terdiri atas;
a. Bagian Umum; dan
k. Kelompolk Jabatan Fungsional.

Pasal 300
Bagian Umum mempunyal tugas melaksanakan pengclolaan
urisan keuangan, kepegawaian, tata uszha, mamah tangga,
dan penatansahaan barang milik negara.

BAE XVIII
PUSAT S0%3IAL EKONOMI DAN KEBRLJAKAN PERTANIAN

Pasal 301
{1} Pu=at Sosial Ekonom dan Kebijakan Pertanian adalah
unsur pendukang Kementerian Pertanian yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menterd
mclalui Belretaris Jenderal.
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{2} Pusat Sosial Ekonomi dan Kebjakan Pertanian dipimpin
oleh Kepala Pusat.

Pasal 302
Pusat Sosial Elkonomi dan Kebijakan Pertanian metnpunyai
tugas melaksanakan analisia dan pengkajian sosial ekonomi

dan kebiakan pertanian.

Pasal 303

Dalamn melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud dalam

Fasal 302, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

menyelsngearakan fungej:

a. perumusan program eneligis sosvial ekonomi dan
kebijakat pertanian;

L. pelaksanaan analisis dan pengkajian sosial clkonomi
dan kebijakan pertanian;

¢. pclaksanaan felash ulang program dan kebijakan
pertatiian;

d.  pemberian pelayanan teknis di bidang analisis sosial
ekonoml dan kebijakan pertanian;

<. pelaksanaan kerja sama dan pendayagunaan hasil
analisis, dan pengkajan di bidang sosial ekonomi dan
kebijakan pertanian:

[.  pclaksanaan evaluusi, pelaporan hasi]l analisis dan
pengkanan sosial ekonomi dan kebijakan pertanian
dan

B-  pengelolsan uwrosan tata usaha dan rumah tangps
Pusat Sosial Ekonormi dan Kebijakan Pertanian.

Pasazl 304
Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian terdit atss:
a. Bagian Umum; dan
b.  Kelompok Jabatan Fungsional,
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Pasal 205

Bagian Umum mempunyal tugas melaksanakan pengelolaan

urugan tata ussha, Kepegawaian, fumah tangga, keuanpan,

dan penatansahaan barang milik negara,

i1]

(2}

(1]

(2]

3]

{4)

CAE XIX
KELOMPOK JABATAN FUNGEIONAL

Pasal 306
Pada Kementerian Pertanian dapat ditetapkan jabatar
Mingsional  scsual dengan kebutuhan  vang
pelakaapaannys dilakukan sesvai denpan ketentLen
peraturan perundang-undangan.
Jabatan Fungsional scbagaimana dimalksud pads avat

(1} tergabung dalam Kelompok Jabatan Fungsional.

Fa=al 307

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
membenken pelayanan fungsional dalam pelaksanaan
tugas dan lungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
ses0al dengan bidang keahlian dan keterampilan,
Dralam pelaksanaan tupss sebapaimana dimaksud pada
ayat (1] ditctapkan Keoardinator Pelaksana Fungsi
Fclayanan Fungsienal sesual deongan ruang lingkup
bidang tugas dan fungst Jabstan Pimpinan Tinggi
FPratama masing-rnasing.

Eoordinator Pelaksana Fungsi Pelayansm Fungsional
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas
mengaoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan
fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
Ketentuan mengenai pembagian tugas Koordinator

Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional ditetapkan

l clel Menter.
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Pasal 208

11} Kelempok Jabatan Pungsional sebapaimana dimaks=ud
dalam PFasal 307, terdiri dari berbzpai jeniz jabatan
lungsional sesuai dengen bidang keahliannya vang
pengangkatannya sesuai denpan ketentuan peraturan
pecrundang-undangan,

(2] Jumlah Kelompek Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaltzud pada avat (1], ditentukan berdasarkan
kelmtuhan yang didasari atas anmalisis jabatan dan
beban kefa.

{3} Tugas, Jenis, dan jenjang Kelompok Jebatan Fungsional
yebagaimana dimaksud pada ayat (1} dilaksanakan
sestal  dengan  kefentuan  peraturan  perundang-
undangar yang mengatur jabatan fungsional masing-
MASINE.

BABE XX
TATA KER.JA

Pasal 309
Dalamn melaksanakan tugaz dan fungsi bidang pertanian
vang berkaitan dengan kementerian flembaga lain, pimpinan
unit kRega eselon | pada Kementerian  Pertanian
berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja eselon [ pada

kementerian /lembaga lain, sesuai tugas dan funesinya.

Fazal 310
Dalam melaksanakan tugas dan [ungsi, setiap unit eselon I
menylsun peta bisnizs proses yang menpgambarkan lala
hubkungan kerja vang elfektif dan efisien,

Pasal 311
Beluruh unit kega haras menyusun analisis jabatan, peta
jabatan, uraian tugas, dan énalisis beban kerja terhadap

seluruh jabatan,
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Fazal 312

Sckretanis Jenderal, Direlaur Jenderal, Inspekiur Jenderal,
Kepala Badan, Staf Ahli, Kepala Biro, Sekretans Direktorat
Jenderal, Direktur, Sekretatis Inspektorat Jenderal,
Inspektur, Sekretans Badan, Kcepala Pusat, dan Kepala
Bapian dalam melaksanakan tugas hanls menerapkan
prinsip keoordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam
lingkﬁﬁgan Kementerian Pertanian  mawnpun  dalam
bubvungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun
dacrah,

Fasal 313
Senap pimpinan unit orgapisasi harus mencrapkan sistem
pengendalian intern pemerinlah di lingkunpan masing-
masing untuk mewnjudkan  terlaksananya melkanistoe
akuntabilites publik melalal penyusunan perencansaan,
pelalrzanaan, dan pelaporan kinerja vang terintegrasi,

Pagal 314
Setiap pimpinan organisasi bertangpang jawab memimpin
datt mengoordinasiken  bawahan  dan memberikan

rengarahan  serta petunjuk bagi  polaksanaan  tupas
bawahan.

Fasal 215
Setiap  pimpinan  unit ofganisasl  wajib mengawasi
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila
terjadi penvimpangan wajib mengambil langkah-langkah
yang diperlukan scsuai dengan ketentuan dan peraturan
perundang-undangan.

Pazal 316
Setiap pimpinan unit organisasi haris wengpikuti dan
mematuhi petunjul serta bertangeung jawab kepada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara
berkala dan (apat pada waktunya.
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Pasal 317

Dalam melaksanekan tugas, sctiap pimpinan unil organisasi

harus melakukan pembinaan dan penguwasan terhadap

unit kerja organisasi di bawahnya,

{1}

{2}

{3}

{4}

{=)

BAB XXXI
JABATAN

Fasal 218
Zekretaris Jenderal, Dicektur Jenderal, Inspelur
Jeénderal, dan Kepala Badan merupakan jabatan
pimpinan tinggi Madya atau jabatan strukiural csclon
[a.
Staf Ahli merupakan jabatan pimpinan tingasi Madya
atau jabatan struktural eselon Lb.
Kepala Bira, Sekretaris Direltorar Jenders], Direkror,
Belretaris Inspektorat Jenderal, Inspektur, Sekretaria
Badan, dan Kepala Pusat merupakan jabatan pimpinan
tinggl Pratoma atauw jabatan struktral esclon 11.a.
Hepala Bagian merupakan jabatan Administrator atay
jabatan strulktural eselon I11La.

kepala Bubbagian merupalkan jabatan Pengawas atan

jabatan siruktural eselon [V.a,

BAB XXII
FENDANAAN

FPaz=al 319

Segala pendanaan vang diperlukan untuk pelaksanzasm

tugas dan fungsi Kementerian Pertanian dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Megara.
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BAE XXl
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 320
Pada saat Perablran Menteri Pertanian ini mula berlaku,
selumal jabatan yang ada beserta pejabat vang memangkn
Jebatan <1 lingkungan Kementérian Pertanian  tetap
melaksanakan tugas dan (ungsinya sampai  dengan
dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat bBatg

berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB XXV
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 321
Parubahan atas organisasi dan tata Werjs Kementerian
Fertanian ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat
persetgjuan lertulis dari menteri yang menyelenggaralan
Lrusan pemerintahan di bidang pendavagunaan aparatar

negara dan refarmasi birokrasi.

Pa=al 322
Pade saat Peratiran Menter ini mulzd berlaku, Perabiran
Menteri Pertanian Nomor 43/PermentanfOT.010/8/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Momor 1243)
dicalnt dan dinyatakan tidak berlakn.

Pasal 323

Peraturan  Menteri  ini mulai berlasku  pada  tanggal
dinndangkan.
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Agar  =etiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan
pengundangsan Peraturan Monteri i dengan

pencmpatannya dalam Berita Megara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
peda tanggal 23 Desembers 2090

MENTERI FERTANIAN
REFUBLIK INDCINESIA,

2 <
-—
SYAHRUL YASIMN LIMPO

Divndangkan oi.Jakarta
pada tanggul 30 Desaoer 2000

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REP(UMHDGN ESIA,

NOMOR 1r47




